
BUPATIREJANGLEBONG 

PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 

NOMOR c,,£ TAHUN 2017 

TENTANG 

,. 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERIZINAN DAN 
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta dalam rangka 
memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan 
pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong yang 
transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka 
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong perlu diganti 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 



Memperhatlkan 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan 
Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Penyusuhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4858); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 

13.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 
- 2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 80); 

18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118). 

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 
Penyempumaan Panduan Nasional tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Nomor: 
tentang 

Pedoman 

2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 
tentang Togas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 411). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG 
LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 
8. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas,cepat,mudah,terjangkau dan terukur. 

9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan. 

10. Pelayanan Dinas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan. 

11. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

12. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha 
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan 
informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



BAB II 
VISI DAN MISI 

Pasal 2 

(1) Visi penyusunan SOP ini adalah untuk terwujudnya iklim usaha yang kondusif 
dan kesejahteraan masyara.kat. 

(2) Misi penyusunan SOP ini adalah 
a. memberikan pelayanan publik yang baik, mudah, murah, ramah, cepat, 

tepat dan transparan; 
b . merubah keluhan menjadi kepuasan masyarakat; 
c. mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi clan informasi; 
d . meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban. 

BAB III 
STANDAR PELAYANAN 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkannya standar pelayanan adalah untuk memberikan kepastian 
hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam 
pelayanan publik. 

(2) Tujuan ditetapkannya standar pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; 
b. terwujudnya kualitas pelayanan,efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pelayanan publik; dan 
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 4 

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 
a. dasar hukum; 
b. persyaratan; 
c. sistem, mekanisme dan prosedur; 
d . jangka waktu penyelesaian; 
e. biaya/tarif. 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

Pasal 5 

(1) Maksud ditetapkannya SOP pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan 
perizinan dan non perizinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan 
misi Dinas. 

(2) Tujuan ditetapkannya SOP pelayanan adalah sebagai berikut : 
a . untuk pembakuan tola.k ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan 

perizinan dan non perizinan kepada masyara.kat; 
b. memberikan komitmen atau janji dari Dinas selaku penyedia layanan 

kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik; dan 
c. sebagai bentuk transparansi dan akuntanbilitas pelayanan kepada 

masyarakat. 



BABV 
JENIS-JENIS PERIZINAN 

Pasal 6 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tolak ukur/pedoman dalam 
penyelesaian suatu perizinan dan non perizinan pada Dinas yang berkenaan dengan 
prosedur/mekanisme pemberian perizinan dan non perizinan, sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(1) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
merupakan tolak ukur/pedoman terhadapjenis-jenis perizinan yang terdiri dari: 
a. Izin Gangguan/HO; 
b. Izin Usaha Perdagangan (IUP); 
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
d. Izin Usaha Industri (IUI); 
e. Tanda Daftar Industri(TDI); 
f. Izin Pendidikan (PAUD, LKBM, Lembaga Kursus Lainnya); 
g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 
h. Izin Lembaga Latihan Kerja (ILLK); 
i. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
j. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); 
k. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
1. Izin Penyelenggara Reklame; 
m. Izin Bidang Kesehatan; 
n. Izin Lingkungan; 
o. Izin Penelitian; 
p. Izin Bidang Perhubungan; 
q. Izin Bidang Penanaman Modal. 

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
berlaku apabila berkas permohonan serta persyaratan telah dipenuhi secara 
lengkap oleh pemohon. 

(3) OPD yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1), tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan atas pelaksanaan perizinan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 



Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Padatanggal JO cf<J«ua.,i 2017 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal ~ 6 0 c,I/W.ot,..; 2017 

SEKRETARl DAERAH 
KABUPATEN 

R. A. DENNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 1/ll 



LR OPERASlONAL PROSEDUR (SOP) 
US11Z1N GANGOUAN 

LAMPlRAN 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN BUPATl REJANG LEBONG 
0 6 '7)1-1-lu N 2017 
1 c, clcrnc,,.(!:I ~ 2017 

Masa Berlaku Pemberl 
l.sin lsin Pertimbanaan 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

2 
2 (dua) tahun 

,VAN dan 
dapat 
diperpanjang 

•iflkasi I &uaran 

6 
yang diberikan bagi 1. 

pat-tempat usaha 
,g dapat menimbulkan 
.gguan dan 
,emamya lingkungan, 
~cualikan kepada 
pat usaha yang 2. 
1sinya telah ditunjuk 
l Pemerintah Pusat 
u Pemerintah Daerah 
'iputi dalam Daerah 3. 
ustri dan di luar 
irah Industri; 4. 
,ggolongan Perusahaan 
ig wajib memiliki lzin 5. 
,gguan terdiri dari 
usahaan-perusahaan 6. 
ig menimbulkan 7. 
igguan bagi kawasan 
u daerah sekitamya; 8. 
iggolongan Perusahaan 
,agaimana dimaksud 
,agaimana terlampir. 

3 4 5 

Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Jzin Seiring meningkatnya kegiatan ekonomi di 
Kabupaten Rejang Lebong, perlu adanya Mendirikan Bangunan dan lzin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan 

Industri. pengawasan dan pengendalian khususnya 
usaha ekonomi yang dapat menimbulkan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Jzin Gangguan di Daerah- gangguan dan tercemamya lingkungannya. 
3 . Peraturan Daerah Kabupaten. Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Retribusi Izin Ganaauan. 

Prosedur 

7 
Pengajuan A. 
permohonan izin 
di tempat 
pelayanan 
informasi dan 
pendaftaran; 
Penerimaan 
berkas 
permohonan izin 
dari pemohon; 
Pemeriksaan 
berkas; 
Pemeriksaan 
lokasi/ lapangan; 
Perhitungan 
biaya/ retribusi; 
Proses perizinan; 
Pembayaran di 
kasir; 
Penyerahan surat 
permohonan. 

I B. 

Persyaratan 

8 
Penerbitan Jzin Baru 
1. Mengisi Formulir Permohonan JG; 
2. Foto copy !MB/ Site Olan/ Pemeriksaan Lapa11.gan; 
3. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Tanah atau Surat Keterangan Status Tanah; 
4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan; 
5. Foto copy KTP dan NPWP; 
6. Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir; 
7. Foto copy Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL}; 

Wajib UKL/UPL untuk sektor pertambangan, klinik rawat inap, perusahaan air bawah 
tanah, pabrik fumiture/tekstil dan perumahan ~ 1 Ha, pertemakan skala besar. 
Wajib SPPL untuk sektor rumah makan, klinik rawat jalan, hotel/penginapan, heller, 
bengkel motor/ mobil, bengkel las trali, industri tahu tempe, peternakan 
ayam/ sapi/ kerbau/ kambing/ kelinci, depot burung/ hewan peliharaan, perumahan 
< 1 Ha, sowmil, pengrajin meubel, pengolahan sampah, pengolahan pupuk, laundry, 
pencucian mobil/ motor, tower seluler (Perbup Menara Telekomunikasi). 

8. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk penjualan tiket, jasa travel dan kursus 
mengemudi (sopir); 

9. Untuk jasa pencucian mobil/ motor yang memanfaatkan air wajib rekomendasi dari 
Bidang ESDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. RL; 

10. Untuk usaha depot kayu wajib rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu; 
1 1. Foto copy Jzin Prinsip dan Izin Lokasi (Pembahasan BKRD) untuk pendirian toko modern, 

pertambangan, industri, perkebunan, pertanian dan investasi s ka/a besar ~ 5 Haj. 
Perpanjangan : 
1. Mengisi formulir lampiran Izin Gangguan; 
2. Asli IG; 
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (PT/CV); 
4. Foto copy KTP; 
5. Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir; 
6 . Foto covu keversertaan BPJS. 

Standar 
Biava 

9 
Dihitung 
berdasarkan 
lampiran 
Perda kab. 
Rejang 
Lebong 
Nomor5 
Tahun2014 
tentang 
Perubahan 
atas Perda 
Nomor3 
Tahun2011 
tentang 
Retribusi Jzin 
Gangguan. 

Waktu 

10 
6 

(enam) 
hari 
ke,ja 



IVDAR OPERASlONAL PROSEDUR (SOP) 
USAHA PERDAGANGAN (SlUP) 

lenis uin Ma.sa Berlaku Pemberi Da.sar Hukum Maksud dan Tujuan 
uin Pertimbannan 

~NUSAHA Izin berlaku Tim Teknis 
WAGANGAN selama kegi.atan 

(SlUP) masih dijalankan 
dan wajib didaftar 
ulang setiap 5 
(lima tahun sekali) 

Kla.stflka.si I Sa.saran 

6 
Setiap perusahaan-yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan; 
SIUP diklasijikasikan sebagai berikut : 
a. SIUP Perusahan Keci/ (PK), wajib dimiliki 

perusahaan perdagangan yang kekayaan 
bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 500. 000. 000, - (lima ratus jut a rupiah) 
tidak termasuk tanah tempat usaha; 

b. SIUP Perusahaan Menengah (PM), wajib 
dimiliki perusahaan perdagangan yang 
kekayaan bersihnya lebih dari 
Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000.000,
(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan tempat usaha; 

c. SIUP Perusahaan Besar (PB), wajib 
dimiliki perusahaan perdagangan yang 
kekayaan bersihnya lebih dari 
Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah tempat 
usaha. 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahai 
36/ Ml DAG/ PERI 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat lzin dalam melaksanakan aktijitas; 
Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhad, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07/M- aktijitas dan kegi.atan perusahaan di Kabupaten Reja, 
DAG/ PERI 2/ 2017. 

Prosedur 

7 
1. Pengajuan permohonan izin di 

tempat pelayanan informasi dan 
pendaftaran; 

2. Penerimaan berkas permohonan izin 
dari pemohon; 

3. Pemeriksaan berkas; 
4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 
5. Proses perizinan; 
6. Penyerahan surat perizinaTL 

Lebong. 

Persyaratan 

8 
l . Surat Izin Usaha Perda.gangan (SlUP) Baru 

Perusahan berbentuk Perseroan Terbatas 
a. Permohonan; 
b. Surat Kuasa bagi pengurusan permohonan 

yang tidak dilakukan secara langsung oleh 
Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 

c. Foto ropy Akta Notaris Pendirian 
Perusahaan; 

d. Foto copy Akta Perubahan Perusahaan (bila 
ada) 

e. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan 
Badan Hu/cum Peseroan Terbatas dari 
Kementerian Hu/cum dan HAM; 

f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Penanggung Jawab/ Direktur Uta ma 
Perusahaan; 

g. Surat pemyataan dari pemohon SRJP 
tentang lokasi perusahaan; 

h. Pas photo Penanggung Jawab I Direktur 
Utama Perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 
2 (dua) lembar; 

i. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) 
lembar; 

j. Rekomendasi instansi teknis bila 
dipersyaratkaTL 

2. Perusahaan berbentuk Koperasi 
a. Permohonan; 
b. Surat Kuasa bagi pengurusan permohonan 

yang tidak dilakukan secara langsung oleh 
Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 

Standar 
Bia.ya 

9 
- -Tidak -
dike1U1kan 

l 

Waktu 

10 
2(dua) hari 
sepanjang 
persyaratan 
lengkap 

r--.;..-. :.;:-;: ·- · 



c. Foto copy A/eta Notaris Pendirian 
Perusahaan Koperasi yang telah mendapat 
pengesahaan dari instansi berwenang; 

d. Foto copy Karttt 1'anda Penduduk {KTP} 
Penanggung Jawab atau Pengurus 
Koperasi; 

e. Foto copy Struktur Organisasi Koperasi 
yang diketalwi oleh Dinas Teknis; 

f Surat Pemyataan dari Pemohon tentang 
lokasi usaha koperasi; 

g. Pas photo Penanggung Jawab atau Direktur 
Utama Perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 
2 (dua) lembar; 

h. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) 
lembar; 

i. Rekomendasi instansi teknis bila 
dipersyaratkan. 

3. Peru.sahaan berbentuk CV dan Firma 
a. Pem1ohonan; 
b. Surat Kuasa bagi pengurusan permohonan 

yang tidak dilakukan secara langsung oleh 
Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 

c. Foto copy Akta Notaris Pendirian 
Perusahaan atau Akta Notaris yang telah 
didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 

d. Foto copy Karttt Tanda Penduduk {KTP) 
Penanggung Jawab atau Pimpinan 
Perusahaan; 

e. Surat Pemyataan dari pemohon tentang 
lokasi usaha koperasi; 

f Pas photo Penanggung Jawab atau 
Pimpinan Perusahaan ukuran 3 x 4 
sebanyak 2 (dua) lembar; 

g. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 {dua) 
lembar; 

h. Rekomendasi instansi teknis bila 
dipersyaratkan. 

4. Peru.sahaan berbentuk Perorangan 
a. Permohonan, ditandatangani diatas materai 

cukup oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan 
atau Surat Kuasa untuk pengurusan 
permohonan yang tidak dilakukan secara 
langsung oleh Direktur I Pimpinan 
Perusahaan; . . . ·-·- "··- -••- -- -
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b. Foto c_opy kartu Tan.da Pen.duduk (KTP} 
Pimpinan/ Pemilik/ Penanggu.ng Jawab 
Perusahaan; · 

c. Surat pemyataan dari pemohon tentang 
lokasi usaha perusahaan; 

d. Pas photo Pimpinan/Pemilik/Penanggu.ng 
Jawab Perusaht!an ukuran 3 x 4 sebanyak 
2 (dua) lembar; 

e. Materai Rp. 6. 000 sebanyak 2 (qua) lembar; 
f Rekomendasi instansi teiknis bila 

dioersuaratan. 
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nis Izin 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Maksud dan Tu.Juan 
Izi n PertimbanQan 

1 2 3 4 5 
VUSAHA Izin berlaku Tim Teknis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa~ 
>AGANGAN selama kegiatan 36/ Ml DAG/ PER/ 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin dalam melaksanakan aktifitas; 
(SIUP) masih dijalankan Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera/'. 
>AFTARAN dan wajib didaftar terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07 IM- terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan di 
'!LANG ulang setiap 5 DAG/PER/2/2017. Kabupaten Rejang Lebong. 

(lima) tahun sekali 

Prosedur Persyaratan 
Standar 

Waktu 
KlasUikasi I Sasaran Biaya 

6 7 8 9 10 
,rusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 2 (dua) hari 
,rusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan dikenakan sepanjang 
,ntruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin yang tidak dilakukan secara langsung oleh persyaratan 
!rusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkap 
sa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang asli; 
,rusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 4. Neraca perusahaan (ta/run terakhir khusus 
,rtambangan dan energi; 5 . Proses perizinan; untuk Perseroan Terbatas); 
,rusah.aan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 5. Surat pemyataan dari pemohon tentang lokasi 
,rkebunan dan lain-lain usah.a perusahaan; 

6. Pas photo Penanggung Jawab atau Pemilik 
Perusahaan uku.ran 3x4 sebanyak 2 (dua) 
lembar; 

7. Rekomendasi instansi terkait. 



enis Izin 
MasaBerlaku. Pemberi Dasar Huku.m Maksud dan Tujuan 

lzin Pertimbanaan 
1 2 3 4 5 

fNUSAHA Izin berlaku Tim Teknis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa 
DAGANGAN selama kegiatan 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin dalam melaksanakan aktijitas; 
(SIUP) masih dijalankan Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera 

MBUKAAN dan wajib didaftar terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07 IM- terhadap aktijitas dan kegiatan perusahaan ' 'CANTOR ulang setiap 5 DAG/PER/2/2017. Kabupaten Rejang Lebong. 
~ABANG (Zima) tahun sekali 
?WAKILAN 

Klasifikasi / Sasaran Prosedur Persyaratan 
Standar 

.waktu 
Biaua 

6 7 8 9 1 0 
'erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 2 (dua) hari 
'erusahaan yang bergerak dibidang pelayanan infonnasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan dikenakan sepanjang 
wntruksi; 2. Penerimaan berkas p ermohonan izin dari yang tidak dilakukan secara langsung oleh persyaratan 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkap 
asa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat 
'erusahaan yang bergeralc dalam bidang 4. Pemerilcsaan lokasi/ lapangan; Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat 
1ertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan; 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 4-. Foto copy dokumen pembukaan kantor cabang 
1erkebunan dan lain-lain perwakilan perusahaan; 

5. Fotocopy KTP surat penunjukan sebagai 
Penanggung Jawab /cantor cabang perwakilan 
perusahaan; 

6. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi 
usaha kantor cabang perwakilan perusahaan; 

7. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 
8. Rekomendasi instansi terkait. 



renis Izin Masa Berlaku Pemberi 
DasarHukum Maksud dan Tujuan 

Izin Pertimbanqan 
1 2 3 4 5 

TNUSAHA Jzin berlaku Tim Teknis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untu.k kenyamanan dan perlindungan perusahac 
!DAGANGAN selama kegiatan 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Jzin dalam melaksanakan aktifitas; 

(SIUP) masih dijalankan Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerc 
;RUBAHAN dan wajib didaftar terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07 IM- terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan ' 

ulang setiap 5 DAG/ PERI 2/ 2017. Kabupaten Rejang Lebong. 
(Zima) tahun sekali 

Klasifikasi / Sasaran Prosedur Persyaratan standar 
Waktu 

Biaya 
6 7 8 9 10 

Perusahaan Terbatas; ] . Pengajuan permohonan izin di tempat ]. Permohonan; Tidak 2 (dua) har 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan infonnasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan dikenakan sepanjang 
lcontruksi; 2. Penerimaan berkas pennohonan izin dari yang tidak dilakukan secara langsung oleh persyarata 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkap 
iasa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Surat Jzin Usaha Perdagangan asli; 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4 . Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus 
?ertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; untuk Perseroan Terbatas); 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 5. Data pendukung perubahan; 
?erkebunan dan lain-lain. 6. Pas photo Pemilik atau Penanggung Jawab 

perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 {dua) 
lembar; 

7. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 
8. Rekomendasi inatansi terkait bila 

dipersyaratkan. 



Jenis Izin 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Maksud dan Tujuan Izin Pertimbanqan 
1 2 3 4 5 

'ZINUSAHA Izin berlaku TimTekriis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa 
!RDAGANGAN selama 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin dalam melaksanakan aktifitas; 

(SIUP) kegiatan masih Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera 
mGGANTIAN dijalankan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07 IM- terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan ( 

iNGHILANG wajib didaftar DAG/PER/2/2017. Kabupaten Rejang Lebong. 
ulang setiap 5 
(lima) tahun 
sekali 

Klasijikasi / Sasaran Prosedur Persyaratan 
Standar 

Waktu 
Bia11a 

6 7 8 9 10 
0erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 2 (dua) har 
0erusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan dikenakan sepanjan.g 
contruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin yang tidak dilakukan secara langsung oleh persyarata 
0erusahaan yang bergerak dalam bidang daripemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkap 
'asa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Surat Keteranga1i Kehilangan dari kepolisian; 
0erusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan lama; 
1ertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; 5. Pas photo Pemilik atau Penanggung Jawab 
0erusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. Perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 {dua) 
1erkebunan dan lain-lain. lembar; 

6. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 
7. Rekomendasi instansi terkait bila 

dipersyaratkan. 



Jenis Izin 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 
Izin Pertimbanaan 

1 2 3 4 5 
rzINUSAHA Izin berlaku Tim Teknis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahac 
:RDAGANGAN selama 36/ M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Jzin dalam melaksanakan aktifitas; 
SIUP) YANG kegiatan masih Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerc 

RUSAK dijalankan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07/M- terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan ' 
wajib clidaftar DAG/PER/2/2017. Kabupaten Rejang Lebong. 
ulang setiap 5 
(lima) tahun 
sekali 

Klasiflkasi / Sasaran Prosedur Persyaratan 
Standar 

Waktu 
Biaua 

6 7 8 9 10 
Perusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 2 (dua) har 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi clan pendaftaran; 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang dikenakan sepanjang 
!contru.ksi; 2. Penerimaan berkas pennohonan izin tidak dilakukan secara langsung oleh persyarata 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengk.ap 
iasa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Surat Izin Usaha Pe'rdagangan lama; 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 4. Pas photo Pemilik atau Penanggung Jawab 
oertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; Perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat peri.zinan. 5. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 
oerkebunan dan lain-lain. 6. Rekomendasi instansi terkait bila dipersyaratkan. 

\ 



WAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
USAHA TOKOMODEREN, PUSAT PERBELANJAAN, PASAR TRADISIONAL. 

Jenis Jztn 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Maksud dan Tujuan Izin Pertimbangan 
1 2 3 4 5 

W RATIZIN Izin berlaku Tim Teknis 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Ta/w.n 2 007 tentang Penataan a. untuk kenyamanan dan perlindunga 
SAHA TOKO selama dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pu.sat Perbelanjaan dan Toko perusah.aan dalam melaksanakan aktifitas; 
MODEREN kegiatan masih Modem; 
'PERMARKET, dijalankan dan 
'PERMARKET wafib didaftar 
[NI MARKET) ulang setiap 5 

(lima)tahun 
sekali 

Klasiflkasi / Sasa ran 

6 
'erusahaan Terbatas; 
'erusahaan yang bergerak dibidang 
::.ontruksi; 
'erusahaan yang bergerak dalam 
>idang jasa dan pelayanan; 
'erusahaan. yang bergerak dalam 
>idang pertambangan dan energi; 
'erusahaan yang bergerak dalam 
>idang perkebunan dan lain-lain. 

b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor terh.adap aktifitas dan kegiatan perusahaan 1 

36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usah.a 
Perdagangan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan 

Kabupaten Rejang Lebong. 

Peraturan Menteri Perdagangan 07/ M-DAG/ PERI 2/ 2017; 
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER 

12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Modem. 

Prosedur 

7 
1. Pengajuan permohonan izin di 1. 

tempat pelayanan informasi dan 2. 
pendaftaran; 3. 

2 . Penerimaan berkas permohonan izin 4. 
dari pemohon; 5. 

3. Pemeriksaan berkas; 
4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; ,6. 
5. Proses perizinan; 7. 
6. Penyerahan surat perizinan. 

1

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

Persyaratan 

8 
Permohonan; 
Foto copy KTP Pemilik I Pengelola yang masih berlaku; 
Foto copy Pemegang Kuasa dan Surat Kuasa bermeterai 6000; 
Foto copy NPWP; 
Foto copy Akta Pendirian Perusahaan / Akta Cabang bila 
merupakan usaha cabang (kecuali Milik Perorangan); 
Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (kecuali milik perorangan); 
Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Perjanfian Sewa Menyewa 
(bila sewa tempat); 
Foto copy IMB; 
Surat Pemyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang 
berlaku bermaterai 6000; 
Poposal rencana Usaha; 
Rencana Kemintraan dengan UMKM; 
Pemyataan Penggunaan Tenaga Lokal; 
Foto copy Izin Lokasi dan Rekomendasi Tata Ruang; 
Foto copy dokumen Lingkungan / SPPL dari Dinas Lingkungan; 
Foto copy Izin Gangguan; 
Rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong; 
Pas Foto Direktur I Pengelola sebanyak 3 lembar; 
Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari 
Lembaga Independen yang berkompeten. 

Standar 
Biaya 

9 
Tidak 

dikenakan 

Waktu 

10 
5(Lima) 
hari 
sepanjang 
persyaratar 
lengkap 



'WAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
USAHA TOKO MODEREN, PUSAT PERBELANJAAN, PASAR TRADISIONAL. 

Jenis Izin 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Maksud dan Tujuan Izin Perti mbangan 
1 2 3 4 5 

~VRATIZIN Jzin berlaku Tim Teknis 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tamm 2007 tentang Penataan a. untuk kenyamanan dan p erlindunga 
SAHA TOKO selama dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko perusahaan dalam melaksanakan aktifitas; 
MODEREN kegiatan masih Modem; 
'PERMARKET, dijalankan dan 
'PERMARKET wafib didaftar 
fNIMARKET) ulang setiap 5 

~ima) tahun 
sekali 

Klasijikasi / Sasaran 

6 
>erusahaan Terbatas; 
>erusahaan yang bergerak dibidang 
,ontruksi; 
>erusahaan yang bergerak dalam 
>idang jasa dan pelayanan; 
'erusahaan. yang bergerak dalam 
>idang pertambangan dan energi; 
'erusahaan yang bergerak dalam 
1idang perkebunan dan lain-lain. 

b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor terhadap aktijitas dan kegiatan perusahaan c 

36/M/ DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan 

Kabupaten Rejang Lebong. 

Peraturan Menteri Perdagangan 07/ M-DAG/ PERI 2 / 2017; 
3. Peraturan Menteri Perdagangan Norn.or 70/M/ DAG/ PER 

12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. 

Prosedur 

7 

I -Pengajuan permohonan izin di!-. 
tempat pelayanan informasi dan . 
pendaftaran; 3. 

2. Penerimaan berkas permohonan izin 4 . 
dari pemohon; 5. 

3. Pemeriksaan berkas; 
4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; ,6. 
5. Proses perizinan; 7. 
6. Penyerahan surat p erizinan. 

1

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

Persyaratan 

8 
Permohonan; 
Foto copy KTP Pemilik I Pengelola yang masih berlaku; 
Foto copy Pemegang Kuasa dan Surat Kuasa bermeterai 6000; 
Foto copy NPWP; 
Foto copy Akta Pendirian Perusahaan I Akta Cabang bila 
merupakan usaha caba.ng (kecuali Milik Perorangan); 
Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (kecuali milik perorangan); 
Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Perjanjian Sewa Menyewa 
(bila sewa tempat); 
Foto copy IMB; 
Surat Pemyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang 
berlaku bermaterai 6000; 
Poposal rencana Usaha; 
Rencana Kemintraan dengan UMKM; 
Pemyataan Penggunaan Tenaga Lokal; 
Foto copy Izin Lokasi dan Rekomendasi Tata Ruang; 
Foto copy dokumen Lingkungan I SPPL dari Dinas Lingkungan; 
Foto copy Izin Gangguan; 
Rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong; 
Pas Foto Direktur I Pengelola sebanyak 3 lembar; 
Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari 
Lembaga Independen yang berkompeten. 

Standar 
Biaya 

9 
-Tidak 
dikenakan 

Waktu 

10 
5 (Lima) 
hari 
sepanjang 
persyarata, 
lengkap 



Jeni$ Izin Masa Berlaku Pemberi 
D<UarHukum Maksu.d dan Tujuan Izin Pertimbannan 

l 2 3 4 5 
IURATIZIN Izin berlak:u Tim Teknis 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa 
IAHAPUSAT selama 
'UJELANJAAN kegiatan masih 
rALL, PLASA) dijalankan dan 

wajib didaftar 
ulang setiap 5 
(lima) tahun 
sekali 

Klastftka.si I Basa.ran 

6 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem; b. 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
36/ M/ DAG/ PER/ 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07/ M-
DAG/ PER/2/2017; 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
70/M/DAG/PER 12/2013 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modem. 

Prosedur Persyaratan 

7 8 

dalam melaksanakan aktifitas; 
untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhada, 
aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejan 
Lebong. 

Standar 
Biaua 

9 
Waktu 

10 
'erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izm di 1. Permohonan; Tidak 

dikenakan 
5 (lima) hari 
sepanjang 
persyaratan 
/engkap 

'erusahaan yang bergerak dibidang 
:ontruksi· 
'erusaha~n yang bergerak dalam I 2. 
•idang jasa dan pelayanan; 
'erusahaan yang bergerak dalam 3. 
,idang pertambangan dan energi; 4. 
'erusahaan yang bergerak dalam 5. 
•idang perkebunan dan lain-lain. 6. 

tempat pelayanan informasi dan 
pendaftaran; 
Penerimaan berkas permohonan izin 
dari pemohon; 
Pemeriksaan berkas; 
Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 
Proses perizinan; 
Penyerahan surat perizinan. 

2. Foto copy KTP Pemilik/ Pengelola yang masih berlak:u; 
3. Foto copy Pemegang Kuasa dan Surat Kuasa ber meterai 

6000; 
4. Foto copy NPWP; 
5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan I Akta Cabang bi/a 

merupakan usaha cabang; 
6. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan; 
7. Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Perjanjian sewa 

menyewa (bila sewa tempat); 
8. Foto kopi 1MB; 
9. Surat Pemyataan kesanggupan mematuhi peraturan 

yang berlak:u. Metrai 6000; 
JO.Proposal Rencana Usaha; 
11. Rencana Kemintraan dengan UMKM; 
12.Pemyataan Penggunaan Tenaga Lokal; 
13. Foto copy Izin Lokasi dan Rekomendasi Tata Ruang; 
14.Foto copy dok:umen Lingk:ungan I SPPL dari Dinas 

Lingk:ungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong; 
JS.Poto copy lzin Gangguan; 
16.Rekomnedasi Dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten 
Rejang Lebong; 

17.Pas Foto Direktur/ Pengelola sebanyak 3 lembar; 
18.Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari 

Lembaga lndependen yang berkompeten. 



..knis Izin Masa Berlaku Pemberi 
DcuarHukum Maksud dan Tujuan lzfn Pertimbannan 

l 2 3 4 s 
WRAT IZIN Izin berlaku 1Ym Teknis 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahtm 2007 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa 
iAHAPASAR selama Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat dalam melaksanakan aktifitas; 
UDISIONAL kegiatan masih Perbelanjaan dan Toko Moderen; b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhada 

dijalankan dan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejan 
wajib didaftar 36/ Ml DAG/ PERI 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Lebong. 
ulang setiap 5 Usaha Perdagangan sebagaimana yang te/ah diubah 
(lima) tahun terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 07/ M-
sekali DAG/ PER/2/2017; 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
70/M/DAG/PER 12/2013 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modem. 

Klasifika.si I Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Waktu BiautJ1 
6 7 8 9 10 

>erusahaan Terbatas; J. Pengajuan permohonan izin di 1. Permohonan; 1Ydak 5 (lima) har 
>erusahaan yang bergerak dibidang tempat pelayanan informasi dan :2. Foto copy KTP pemilik I pengelola yang masih berlaku; dikenakan sepanjang 
,ontruksi; pendaftaran; 13. Foto copy Pemegang Kuasa dan Surat Kuasa persyaratai 
>erusahaan yang bergerak dalam bidang 2. Penerimaan berkas permohonan izin bermeterai 6000; lengkap 
asa dan pelayanan; dari pemohon; 4 . Foto copy Sertipikat Tanah/ Surat keterangan lain 
>erusahaan yang bergerak dalam bidang 3. Pemeriksaan berkas; (sewa, jual beli); 
>ertambangan dan energi; 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 15. Foto copy NPWP; 
>erusahaan yang bergerak dalam bidang 5. Proses perizinan; 6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/ Jika cabang 
>erkebunan dan lain-lain. 6. Penyerahan surat perizinan. Poto copy Akta Cabang; 

7. Foto copy Tanda Daftar Peru.sahaan (iika berbentuk 
badan usaha); 

8. Surat Pemyataan Kesanggupan Mematuhi Peraturan 
yang Berlaku bermaterai 6000; 

9. Foto copy Izin Lokasi dan Rekomdsai Tata Ruang; 
10. Foto copy IMB (Bila lokasi di gedung); 
11. Foto copy dokumen SPPL dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Rejang Lebong; 
12. Foto copy lzin Gangguan; 
13. Foto copy !UPP Pusat Perbelanjaan; 
14. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten 
Rejang Lebong; 

15. Pas Foto Direktur I Pengelola sebanyak 3 Iembar; 
16. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

dari Lembnna Jnd.evenden uana berkomoeten. 



VDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
:>A DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 

mts lzin 
Masa Berlaku Pembert 

Izin Pertimbannan 
1 z 3 

DasarHukum 

4 
TANDA 5 (lima) tahun dan Tim Teknis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
)AFTAR dapat DAG/ PERI 9/ 2009 Penyelenggaraan 
~USAHAAN diperpanjang Pendaftaran Perusahaan sebagaiamana 
(I'DP) diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 37 I M-DAG/ PERI 2/ 2017. 

Klcuifikasi I Sasaran Prosedur 

6 7 
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha 1. Pengajuan permohonan izin di 1. 
1erdagangan; tempat pelayanan informasi 2. 
rDP diklasifikasikan sebagai berikut : dan pendaftaran; 
l. SIUP Perusahan Kecil (PK), wajib dimiliki perusahaan 2. Penerimaan berkas 3. 

perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari permohonan izin dari pemohon; 
Rp. 50. 000. 000, - (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 3. Pemeriksaan berkas; 4. 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 
termasuk tanah tempat usaha; 5. Proses perizinan; 5. 

"· TDP Perusahaan Menengah (PM), wajib dimiliki 6. Penyerahan surat permohonan. 
perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya 6. 
lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar 7. 
rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; 8. 

,. TDP Perusahaan Besar (PB), w ajib dimiliki perusahaan 
perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 9. 

Mak6ud dan Tujuan 

5 
a. terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertil 

Jujur dan terbuka; 
b. ter binanya usaha dan perusahaan, perusahaan kecil ,menengah da~ 

besar; 
C. terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib; 
d. Tergalinya sumber pendapatan daerah; 
e. tercatatnya bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari 

suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk 
semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangll 
lainnya tentana nerusahaan. 

Persyaratan Standar Waktu Biaun 
8 9 10 

Surat Permohonan; Tidak 3 (tiga) har 
Foto copy KTP pemohon yang masih dikenakan kerja 
berlaku sebanyak 1 (satu) lembar; 
Foto copy RIG pemohon yang masih 
berlaku sebanyak 1 (satu) lembar; 
Akte Pendirian yang dilegalisir Pengadilan 
setempat (CV); 
Akte Pendirian dan Surat Pengesahan dari 
Kementrian Hukum dan HAM; 
Akta Pendirian dan Surat Keputusan 
Pengesahan berbadan hukum (Koperasi); 
SIUP Asli yang lama (perpajangan); 
Neraca 2 tahun berturut-turut (PT & 
Koperasi); 
Materai Rp 6000 sebanyak 2 (dua) lembar; 

Rp.10.000.000. 000 (sepuluh miliar rupiah) tidak 10. Map kertas sebanyak 2 (dua) lembar. 
termasuk tanah tempat usaha. 



NDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
. USAHA INDUSTRI (IUI) 

inis l.zin 
Masa Berlaku Pemberi 

Izin Perti mbangan 
1 z 3 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

4 5 
NUSAHA 3 (tiga) tahun dan Tim Tekrlis Undang-Undang Nomor 3 Talu.m 2014 Tuft.tan dari pemberian lzin Industri (JUI) adalah· 
IDUSTRI dapat diperpanjang tentang Perindustrian. a. terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, ft.lJ 

(IUI) dan terbuka; 
b. terbinanya usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besG 
c. terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib; 
d. tergalinya sumber pendapatan daerah; 
e . sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentirig, 

menqenai identitas dan keteranaan lainn.11a tentanq perusahaan dimaksuc 

Klasijikasi / Basanzn Prosedur Persyanztan 
Standar 

Waktu Biava 
6 7 8 9 JO 

Perusahaan Kecil; ]. Pengajt.lan permohonan izin di tempat 1. Surat permohonan; 1Ydak 3 (tiga) ha, 
Perusahaan Menengah; pelayanan informasi dan pendaftaran.; 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dikenakan kerja 
Perusahaan Besar. 2. Penerimaan berkas permohonan izin dari sebanyaj 1 (satu) lembar; 

pemohon; 3. Foto copy RIG pemohon yang masih berlaku 
3. Pemeriksaan berkas; sebanyak 1 (satu) lembar; 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan.; 4 . JUI Asli yang lama (perpajangan); 
5. Proses perizinan; 5. Neraca 2 tahun berturut-turut (PT & Koperasi); 
6. Penyerahan surat perizinan. 6. Materai Rp 6000 sebanyak 2 (dua) lembar 

7. Map kertas sebanyak 2 (dua)lembar. 



DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
A DAFTAR INDUSTRI (TDI} 

ds Izin Masa Berlaku Pemberi 
Izin Pertimbanaan 

l 2 3 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

4 s 
ANDA 3 (iga) tahun dan Tim Teknis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tujuan dari pemberian Tanda Daftar Industri (I'D[) adalah· 
~FTAR dapat tentang perindustrian. a. terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujui 
)USTRI diperpanjang dan terbuka; 
(I'D[) b. terbinanya usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besar; 

C. terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib; 
d. tergalinya sumber pendapatan daerah; 
e. sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingar 

menaenai identitas dan keterangan lainn.11a tentang verusahaan dimaksud. 

Klasiflkasi I Sasaran Prosedur Persyaratan 
Standar Waktu 

Biaua 
6 7 8 9 10 

erusahaan Kecil; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Surat Permohonan; 1Ydak 3 (tiga) 
erusahaan Menengah; pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 dikenakan hari kerja 
erusahaan Besar. 2. Penerimaan berkas permohonan izin dari (satu) lembar; 

pemohon; 3. Foto copy RIG pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 
3. Pemeriksaan berkas; (satu) lembar; 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. JUI Asli yang lama (perpajangan); 
5. Proses perizinan; 5. Neraca 2 tahun berturut-turut (PT & Koperasi); 
6. Penyerahan surat perizinan. 6. Materai Rp 6000 sebanyak 2 (dua) Lembar; 

7. Mav kertas sebanuak 2 (dual lembar. 



IVDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP} 
PENDIDIKAN (PAUD, LKBM DAN LEMBAGA KURSUSJ 

rnfsh:in 
Masa Berlaku Pemberi 

DasarHukum Mak.sud dan Tujuan h:ln Pertimbannan 
1 2 3 4 5 

lZIN 1 (satu) tahun dan Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Untuk memperluas upaya pemerataan pendidikan guna memberikan bek 
IVDIDIKAN dapat tentang Sistem Pendidikan Nasional; kepada warga be/ajar yang ingin mengembangkan diri, memperluc 

diperpanjang 2.Peraturan Menteri Pendidikan dan wawasan, menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan unti 
Kebudayaan Norn.or 81 Tahun 2013 bekerja, mengembangkan profesi atau untuk melanjutkan tingkat / jenja, 
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Pendidikan yang lebih tinggi. 
Fonnal. 

Klasiflka8i I Sasaran Prosedur PeNryaratan Standar Waktu Binun 
6 7 8 9 10 

PAUD (Pendidikan anak usia dini); 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Surat Permohonan; Tidak 6 (enam) 
LKBM (Lembaga Kursus pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Foto copy KTP; dikenakan hari kerjc 
Bimbingan Masyarakat); 2. Penerimaan berkas permohonan izin dari 3. Foto copy Peraturan Tata Tertib; 
Lembaga kursus. pemohon; 4. Foto ropy ADI ART; 

3. Pemeriksaan berkas; 5. Foto ropy Kepemilikan Lokasi; 
4. Pemeriksaan /okasi/ lapangan; 6. Foto ropy Kurikulum/ Silabus; 
5. Proses perizinan; 7. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan; 
6. Penyerahan surat perizinan. 8. Foto copy ljazah/ STTB dan STSB; 

9. Rekomendasi dari Pemerintah setempat; 
10. Rekomendasi dari Vinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong; 
11. Foto copy Izin sebelumnya. 



lNDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
'{l)A DAFTAR GUDANG (TDG) 

Temsb.in 
M a.sa Berlaku Pemberi 

b.in Pertinohnnnan 
l 2 3 

DasarHukum Malaud dan Tujuan 

4 5 
TANDA 5 (lima) tahun dan 1Ym Teknis Peraturan Menteri Perdagangan a. terlindungnya perusaliaan yang menjalankan usahanya secara tertib, .ft.. 

DAFTAR dapat Nomor 16/ M-DAG/ PERI 3/ 2006 dan terbuka; 
GUDANO diperpanjang tentang Penataan dan Pembinaan b. terbinanya usaha dan perusaltaan, perusahaan kecil, menengah dan besar; 
(TDG) Pergudangan. c. terciptanya iklim usalta yang sehat dan tertib; 

d . tergalinya sumber pendapatan daerah; 
e. tercatatnya baltan-baltan keterangan yang dibuat secara benar dari su, 

perusaltaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua piltak ye 
berkepenlingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentc 
perusahaan. 

Kla.si.fikm I Sasaran Proudur Persyaratan 
Standar 

Waktu 
Biaua 

6 7 8 9 lO 
ng memiliki I menggunakan tempat 1. Pengajuan permohonan izin di tempat I. Surat permohonan; 1Ydak 3 (tiga) /ta, 
n.yimpanan barang pemiagaan di pelayanan informasi dan 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dikenakan kerja 
.bupaten Rejang Lebong, wajib memiliki pendaftaran; sebanyak 1 (satu) lembar; 
nda Daftar Gudang. 2. Penerimaan berkas permohonan izin 3. Foto copy RIG pemohon yang masih berlaku 

dari pemohon; sebanyak 1 (satu) lembar; 
3. Pemeriksaan berkas; 4. Akte Pendirian yang dilegalisir Pengadilan setempat 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; (CV); 
5. Proses perizinan; 5. Akta Pendirian dan Surat Pengesahan dari 
6. Penyeraltan surat perizinan. Kementrian Hukum dan HAM; 

6. Akta Pendirian dan Surat Keputusan pengesahan 
berbadan hukum (koperasi); 

7. TDG asli yang lama (perpanjangan;, 
8. Neraca 2 tahun berturu-turut (PT&koperasi); 
9. Materai Rp 6000 sebanyak 1 (satu) lembar; 
JO. Mao kertas sebanuak 2 (dual lembar. 



lR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) 

Masa Berlaku Pemberl 
s b:in Izin Perttmbannan 

Dasar Hukum 

I 2 3 4 
IVDA 1 (satu) tahun dan Tim Teknis Undang - Undang Nomor 1 0 Tahun 
'TAR dapat 2009 tentang Kepariwisataan. 
4HA diperpanjang 
7ISATA 
IUP) 

Klasifikcut I Sasaran Prosedur 

6 7 
kebudayaan dan pariwisata meliputi 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 

jasa kebudayaan dan jasa pariwisata, pelayanan informasi dan pendaftaran; 
;ahaan objek dan daya tarik wisata, 2. Penerimaan berkas permohonan izin 

sarana dan kebudayaan dan dari pemohon; 
sata, jenis usaha dan budaya serta 3. Pemeriksaan berkas; 
lain yang terkait. 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 

5. Proses perizinan; 
6. Penyerahan surat perizinan. 

Mak.sud dan Tujuan 

5 
Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang berupa hayati maupun non 
hayati hasil rekayasa kreasi manusia yang berupa budaya dapat dimanfaatkan 
dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat luas dengan menjadikannya 
sebagai objek dan daya tarik wisata. 

Persyaratan 
Standar Waktu 

B*'""' 
8 9 10 

1. Surat Permohonan; Tidak 3 (tiga) hari 
2. Foto copy KTP; dikenakan kerja 
3. Foto copy HO yang masih berlaku; 
4. Foto copy keanggotaan/ ADART (TDUP asli 

untuk perpanjangan); 
5. Foto copy NPWP; 
6. Pas Joto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar. 



:AR OPERASIONAL PROSEDUR (S OP} 
CMBAGA LA TIHAN KERJA (ILLK} 

Masa Berlaku Pemberi 
!s ld n l%i n Pertfmbannan 
l 2 3 
~N 1 (satu} tahun Tim Teknis 
!BAGA dan 
7JlAN dapat 
"(ILLK) diperpanjang 

Klasifikasi I Sasaran 

6 
orang/ badan hukum/ badan usaha/ 1. 
ihaan yang menggunakan tenaga kerja 
2tau mendirikan penisahaan penggerak 2. 
:naga kerja atau penempatan tenaga 
li daerah han.is memiliki izin dari Bupati. 3. 

4. 
5. 
6. 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

4 5 
1. Undang-Undang Norn.or 13 Tahun 2003 Tenaga kerja sebagai mitra pengusaha menipakan salah satu 

Tentang Ketenagakerjaan; pendukung dan pelaksana pembangunan perekonomian yang sangat 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan 

tentang Latihan Kerja; dibidang ketenagakerjaan perlu didukung dengan pelayanan, 
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Norn.or pembinaan dan pengawasan. 

229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan 
Lembaga Pelatihan Kerja. 

Prosedur Persyaratan Standar 
Waktu Btnun 

7 8 9 10 
Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Surat Permohonan; Tidak 6 (enam) hari 
pelayanan informasi dan pen.d.aftaran; 2. Foto copy/ HO/ !MB; dikenakan kerja 
Penerimaan berkas permohonan izin dari 3. Foto copy KTP; 
pemohon; 4. Foto copy Akta Pendirian Penisahaan; 
Pemeriksaan berkas; 5. Foti copy NPWP; 
Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 6. Foto copy tanda bukti kepemilikan 
Proses perizinan; lahan/ status tan.ah; 
Penyerahan surat perizinan. 7. Foto copy tanda lunas PBB tahun 

terakhir. 



NDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S OP) 
. DIBIDANG PEKERJAAN UMUM 

Masa Berlaku Pemberi 
imts I:zin l:zin Pertirnbanaan 

DasarHukum Mak.sud dan Tujuan 

J 2 3 4 5 
IZIN Izin berlaku Tim Teknis 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 TahI.m 2010 a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan dafo 

NDIRIKAN selama bangunan tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan; melaksanakan aktifitas; 
lNGUNAN tetap pada bentuk 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadaJ 

pennohonan (tidak Rakyat Nomor 05/PRT/M/ 2016 tentang Izin aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejan! 
direnovasi) Mendirikan Bangunan; Lebong. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor : 04 I PRT/ I M/ 201 ltentang Pedoman 
Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi 
Nasional; 

4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Kla.s1flkasi / Sasaran Prosedur Persyaratan 
Standar 

Waktu Bia ua 
6 7 B 9 JO 

Perusahaan Terbatas; 1. Pengajuan pennohonan izin di tempat J. l:zin Jlendi rikan Bangunan (Fungsi Uaaha, Di hitung 5 (lima) han 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan infonnasi dan pendaftaran; Ganda/Campuran, Khusus Keagamaan) berdasarkan kerja apabil 
Kontruksi; 2. Penerimaan berkas pennohonan izin a. Pennohonan; Perda persyaratar 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Kab.Rejang lengkap da, 
jasa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; perusahaan yang berbadan hokum; Lebong. benar 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; C. Bukti kepemilikan tanah; 
pertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; d. Surat persetujuan tetangga/ lingkungan 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. diketahui oleh Lurah/ Kades setempat; 
perkebunan, dan Lain-lain e. Berita Acara Komisi Kecamatan; 

f Denah lokasi rencana pembangunan; 
g. Rekomendasi Camat; 
h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 
i. Pas photo ukuran 3x4 cm berwarna 

sebanyak 2 (dua) lembar; 
j. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang 

dipersyaratkan); 
k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan; 
l. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila 

dipersyaratka; 
m. Foto copy Izin Lingkungan apabila 

dipersyaratkan. 



2. b:in Menggunakan Bangunan (Fungsi 
Khusus) 
a. Pennohonan; 
b. Bukti kepemilikan tanah; 
c. Surat persetujuan tetanggal/ lingkungan 

diketahui oleh Lurah/ Kades setempat; 
d. Berita Acara Komisi Kecamatan; 
e. Denah Lokasi Rencana Pembangunan; 
f Rekomendasi Camat; 
g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; 
h Foto Copy Akta Notaris; 
i. Foto copy Surat Keputusan pengesahan 

badan hukum dari Kementerian Hukum dan 
Hak Azazi Manusia bagi Perseroan 
Terbatas; 

j. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
k. Izin Prinsip Penanaman Modal {bagi yang 

dipersyaratkan); 
/. Pas Joto ukuran 3 x 4 cm berwama 

sebanyak 2 (dua) lembar; 
m. Rencana Angggaran Biaya (RAB) bangunan; 
n. PemanJaatan Tata Ruang Daerah; 
o. Rekomendasi instansi teknis terkait apabi/a 

dipersyaratkan; 
p . Foto copy Izin Lingkungan apabila 

dipersyaratkan. 

3. lsin Mendirt.kan Fungsi Ganda/Campuran 
a. Pennohonan; 
b. Bukti kepemilikkan tanah; 
c. Surat persetujuan tetangga/lingkungan 

tidak diketahui oleh Lurah/ Kades setempat; 
d. Berita Acara Komisi Kecamatan; 
e. Denah /okasi rencana pembangunan; 
f Rekomendasi Camat; 
g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 
h Foto copy Akta Notaris; 
i. Foto copy Surat Keputusan pengesahan 

badan hukum dari Kementerian Hukum dan 
Hak Azazi Manusia bagi Perseroan 
Terbatas; 

j. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
k. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang 

dipersyaratkan); 
/. Pas Joto ukuran 3 x 4 cm berwama 

sebanyak 2 (dua) lembar; 
m. Rencana Angggaran Biaya (RAB) bangunan; 
n. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah; 

s~imaJ 11.ari 
ke,ja apabilG 
persyaratan 
lengkap dan 
benar 



o:--Rekomendasi instansi teknis terkait apabila 
dipersyaratkan; 

p . Foto copy lzin Lingkungan apabila 
dipersyaratkan 

4. lzi n .lllendirlkan Bangunan Fungsi Sosial 
Budaya 
a. Permohonan; 
b. Bukti kepemilikan tanah; 
c. Surat persetujuan tetangga//ingkungan 

diketahui oleh Lurah/ Kades setempat 
d . Berita Acara Komisi Kecamatan; 
e. Denah lokasi rencana pembangunan; 
f Rekomendasi Camat; 
g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 
h. Pas Joto ukuran 3 x 4 cm berwarna 

sebanyak 2 (dua) lembar; 
i. Rencana Angggaran Biaya (RAB) bangunan; 
j. Pemanfaatan tata ruang daerah; 
k. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila 

dipersyaratkan; 
I. Foto copy Izin Lingkungan apabila 

dipersyaratkan. 

5 . Surat 1%tn Usaha Jasa Kon.struk&i (SIUJKJ 

a. Permohonan; 
b. Rekaman Serti.fikat Badan Usaha LPJK 

Propinsi Bengkulu; 
c. Akte Perusahaan; 
d. HO (Izin Gangguan); 
e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); 
f Pas Joto Direktur/ Direktris 3x4 sebanyak 

2(dua) lembar; 
g. Tenaga Teknik danpasJoto 2x3 sebanyak 2 

(dua) lembar; 
h. KTP setempat; 
i. Foto copy Ijazah SJ untuk jasa Konsultan 

(Dilegalisir); 
j . Foto copy Ijazah STM untuk jasa Kontraktor 

(Dilegalisir); 
k. Tenaga non STM, Ijazah + KTP; 
l. Pengisian blangko Jormulir isian 

permohonan; 
m. NPWRD (Nomor Pokok Retribusi Daerah); 
n. Map Plastik Jepit (wama) Hijau sebanyak 2 

buah. 



DAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
'ENYELENGGARAAN REKLAME 

us I.sin Ma.sa Berlaku Pemberi 
Izin Perttmbanaan 

l 2 3 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

4 5 
IZIN 1 (satu) tahtm dan Tim Teknis 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahtm 2009 tentang Pajak Daerah dan Memberikan kejelasan bagi objek da, 
KI.AME dapat Retribusi Daerah; subjek pelayanan sehingga dalan 

diperpanjang 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Tahun 2011 pelaksanaan p elayanan dapat berjala, 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40 seri CJ. efek:tif, ejisien, transparan, akuntabe 

dan tepat waktu. 

lriftkasi I Sasaran Prosedur Persyaratan 
standar 

Waktu Biaua 
6 7 8 9 10 

1ang diberikan bagi 1. Pengajuan permohonan izin di 1. Foto copy KTP pemohon/ indentitas diri yang sah sebanyak rangkap 3 (tiga); Dihitung 6 (enam) 
7-orang yang ingin tempat pelayanan informasi 2. Foto copy NPWP sebanyak rangkap 3 (tiga); berdasarkan hari kerja 
iirikan reklame atau dan pendaftara; 3. Surat keterangan pendaftaran wajib pajak reklame dari Bidang Pendapatan PerdaKab. 
o baik ukuran kecil, 2. Penerimaan berkas Daerah BPKD Kab. Rejang Lebong bagi pemohon izin baru/ awal; Rejang 
ng, dan besar. permohonan izin dari 4. Foto copy surat setoran pajak daerah (pajak daerah/pajak reklame) tahun Lebong 

pemohon; sebelumnya sebanyak rangkap 3 (tiga), untuk permohonan perpanjangan 
3. Pemeriksaan berkas; penyelenggaraan reklame; 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 5. Surat pemyataan bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat 
5. Proses perizinan; pemasangan reklame dimaksud yang dibuat di atas segel atau kertas 
6. Penyerahan surat perizinan. bermaterai secukupnya; 

6. Gambar situasi I denah titik lokasi sebanyak rangkap 3 (tiga); 
7. Gambar kontruksi dan perhitungannya yang mendapat pengesahan dari SKPD 

terkait sebanyak rangkap 3 (tiga); 
8. Gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga); 
9. Map plastik warna kuning 1 buah 

I 
\ 



NDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
. DIBIDANG KESEHATAN 

mts u in Masa Berlaku Pemberl DasarHukum Maksud dan Tujuan lzin Pertimbanaan 
l 2 3 4 5 

IZIN a. SJPB, STPD dan SIK Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 36 Tamm 2009 tentang Kesehatan; a. maksud dan tujuan bidang tena! 
rBIDANG masa berlalcunya 5 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kesehatan adalah: 
SEHATAN (lima) tahun (masa Kefarmasian; 1. melegalisasi kegiatan pelayana 

berlakunya sama 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 pelayanan kesehatan 
dengan masa tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor masyarakat; 
berlakunya STR) 167 I Kab/ B. Viii/ 1972 tentang Pedagang Eceran Obat; 2. menjamin kegiatan pelayan, 
dandapat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang masyarakat; 
diperpanjang; Klinik dan Tata Laksana Pemberian lzin Apotik; 3. menjamin kepastian hukum dala 

b. klinik/ rumah sakit 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan kegiatc 
masa berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Optikal; pelayanan masyarakat; 
5(lima) Tahun, 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411/ Menkes/ Per/ 111/ 2010 4. legalisasi tenaga kesehatan. 
apotik masa tentang Laboratorium; b. maksud dan tujuan sarana kesehatc 
berlakunya 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang adalah: 
Selamanya kecuali Pemberian lzin Apotik dan Tenaga Kerja Kefarmasian; 1. melegalisasi kegiatan dan sara, 
ada perubahan 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang prasarana kesehatan; 
tempatdan Registrasi Tenaga Kesehatan; 2. menjamin kepastian hukum data 
bangunan serta 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik; penyelenggaraan kegiatc 
dapat diperpanjang; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat pelayanan sarana Kesehatan. 

C. toko obat Masa Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 
berlakunya 3 (tiga) 11. Peraturan Daerah Kabupataten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2012 
tahun dan dapat tentang Perizinan Bidang Kesehatan. 
dioeroaniana 

Klasifikasi I Sasaran Prosedur Persya.ratan standar Waktu Biaun 
6 7 8 9 10 

'ap Orang atau Badan Usaha 1. Permohonan datang ke Dinas 1. Surat lzin Praktek Bidan (SIPB) : Tidak 3 (tiga) hari 
!l Badan Hukum yang Penanaman Modal dan a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000; dikenakan kerja 
7erak dibidang jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Foto copy KTP yang masih berlaku; bi/a syarat 
iyanan kesehatan dan Kab.Rejang Lebong; c. Foto copy HO (untuk Praktek Mandiri); benardan 
iyediakan sarana dan 2. Pengajuan permohonan izin di d. Foto copy STR yang masih berlaku; lengkap 
sarana, alat kesehatan harus tempat pelayanan informasi e. Melapirkan SIPB Asli bagi yang perpanjangan; 
niliki Izin Kesehatan dari dan pendaftaran; f Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP; 
>ati. 3. Pemohon menyerahkan g. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 

berkas permohonan izin dari h Foto Copy Ijazah; 
pemohon; i. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong; 

4. Pemeriksaan berkas; j. Map plastik bolong warna merah 1 buah dan map kertas wama 
5. Proses perizinan; merah 2 buah; 

I 

6. Penyerahan surat perizinan. k. Pas Joto berwama ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 



2. Surat b::in Ke,ja ( sue J Tenaga Kesehatan: 
a. Surat Permohonan bermaterai 6.000; 
b. Fata copy KTP yang masih berlaku; 
c. Foto copy STR yang masih berlaku; 
d. Sll( yang lama bagi perpanjangan; 
e. Rekomendasi dari Dinas Keseh.atan Kab. Rejang Lebong; 
f Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memilild SIP; 
g. Surat persetujuan atasan bila dalam melaksanakan masa bakti, 

sebagai PNS atau pegawai pada sarana kesehatan; 
h Surat Rekomendasi dari Organisasi ProJesi; 
i. Pas Joto berwama terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 
j . Map plastik bolong wama merah 1 buah dan map kertas warna 

merah 2 lembar. 

3. Surat b::in Rumah Saldt Umum : 
b::in M'endirikan Rumah Sakit : 
a. Fata copy Akte Yayasan I Badan Hukum (bila pemohon yayasan/ 

badan hukum); 
b. Studi kelayakan tentang Rumah Sakit; 
c. Master Plan; 
d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong; 
e. Fata copy izin RIG/ HO; 
f Serti.fikat Tanah dari BPN. 

b::in Operasional Rumah Sakit Umum: 
a. UPL-UKL/ AMDAL (Izin Lingkungan); 
b. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 
c. "as built drawing" (gambar arsitektur, struktur, mekanikal, 

elektrikal dan seluruh Jasilitasnya) dan Joto bangunan, berikut 
sarana dan prasarana pendukung; 

d. Daftar sumber daya manusia disertai kelengkapan berkasnya; 
e. Daftar peralatan medis dan non medis; 
f Daftar sediaan Jarmasi dan a lat kesehatan; 
g. Asli Izin Operasional yang lama (untuk perpanjangan) 
h Struktur organisasi rumah sakit; 
i. Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws);_dan 
j. Serti.fikat laik fungsi. 

4. Surat lzin Puskesma.s 
Surat lzin Mendirikan Pukesmas: 
a. ldentitas lengkap Pemohon 
b. Fotocopy Serti.fikat Tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan 

oleh notaris, atau bukti kontrak minimal 5 tahun; 
c. Dokumen SPPL, untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL/ UPL 

untuk klinik rawat inap; 

3 (tiga) hari 
kerja bi/a 
syarat 
lengkap da, 
benar 

14 (empat 
be/as) hari 
kerja bi/a 
syarat 
lengkap da1 
benar 

12 (dua 
belas) hari 
kerja 



d. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, 
lokasi bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, 
kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan diberikan; 

e. Rekomendasi Tata Ruang dari BKPRD. 

Surat lzin Opera.sional Puku ma.s: 
a. Persyaratan teknis dan adminsitrasi; 
b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Surat lzin Operasional yang lama ( untuk perpanjangan ) 

5 . Surat lzin klinik : 
Surat lzin Me ndirikan Klinik: 
a. Identitas lengkap Pemohon; 
b. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum/badan usaha (kecuali 

untuk kepemilikan perorangan; 
c. Fotocopy Sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan 

oleh notaris, atau bukti kontrak minimal 5 tahun; 
d. Dokumen SPPL, untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL/ UPL 

untuk klinik rawat inap; 
e. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, 

lokasi bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, 
kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan diberikan; 

f Rekomendasi Tata Ruang dari BKPRD. 

Surat lzin Opera.sional Klinik: 
a. Persyaratan teknis dan adminsitrasi; 
b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; 
c. Surat izin operasional yang lama ( untuk Perpanjangan). 

6 . Surat lz in Apotik I Toko Obat 
a. Surat Permohonan bermaterai Rp 6000; 
b. Foto copy SIK I SP Apoteker; 
c. Foto copy ijazah dan Surat Sumpah Apoteker (tenaga kerja 

kefarmasian); 
d. Foto copy KTP atau identitas lainnya dan surat pemyataan 

tempat tinggal secara nyata; 
e. Foto copy izin RIG / HO, SIUP dan TDP; 
f Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.Rejang Lebong; 
g. Surat pemyataan dari Apoteker Pengelola Apotik (APA) bahwa 

tidak bekerja tetap pada Perusahaan farmasi lain dan tidak 
menjadi APA di apotik lain; 

h. Foto copy Pengunduran Diri Apoteker Pengelola (APA) lama; 
i. Surat keterangan sehat dari Ru mah Sakit Pemerintah/ Dokter 

Pemerintah yang ditunjuk; 
j. Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan Pemilik 

sarana Apotik (PSA); 
k. Foto copy surat lzin Apotik (SIA) karena penggantian Apoteker 

12 (dua 
belas) hari 
kerja 

12 (dua 
belas) hari 
kerja 



pengelola Apotik {APA) dan pemilik Saranci Apotik (PSA); 
l. Foto oopy Akta Perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotik 

(APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA); 
m. Lolos Butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang 

pindah dari Propinsi lain); 
n. Denah bangunan I ruangan Apotik dan denah lokasi apotik 

terhadap apotik sekitamya; 
o. Foto copy Akte jual beli apotik I bukti kepemilikan tanah I 

sertifikat tanah I sewa I kontrak; 
p. Foto oopy Izin gangguan; 
q. Asli dan Joto oopy surat izin atasan (bagi pemohon PNS dan 

pegawai instansi pemerintah lainnya). 

7. Surat Iztn Apottk Rakyat : 
a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000; 
b. Foto copy SII( I SP apoteker; 
c. Foto copy ijazah dan Surat Sumpah Apoteker (tenaga kerja 

kefarmasian); 
d. Foto copy KTP atau identitas lainnya dan surat pemyataan 

tempat tinggal secara nyata; 
e. Foto copy izin RIG I HO, SIUP dan TDP; 
f Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
g. Surat pemyataan dari Apoteker Pengelola Apotik {APA) bahwa 

tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi lain dan tidak 
menjadi APA di apotik; 

h. Foto oopy Pengunduran Diri Apoteker Pengelola {APA) lama; 
i. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah I Dokter 

Pemerintah yang ditunjuk; 
j. Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan Pemilik 

Sarana Apotik (PSA); 
k. Foto oopy Surat Izin Apotik (SIA) karena penggantian Apoteker 

Pengelola Apotik {APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA); 
I. Foto oopy Akta Pe,janjian Ke,jasama Apoteker Pengelola Apotik 

(APA) dan Pemilik Sarana Apotik (PSA); 
m. Lolos Butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi (bagi pemohon yang 

pindah dari Propinsi lain); 
n. Denah bangunan I ruangan Apotik dan denah lokasi apotik 

terhadap apotik sekitamya; 
o. Foto copy akte jual beli apotik I bukti kepemilikan tanah I 

sertifikat tanah I sewa I kontrak; 
p. Foto copy Izin gangguan; 
q. Asli dan Joto copy surat izin atasan (bagi pemohon PNS dan 

pegawai instansi pemerintah lainnya). 

12 (dua 
belas) hari 
karja 



B. Surat I.zin Laboraton um : 
a. Penyelenggaraan Laboratorium swasta (baru, pindah lokasi dan 

meningkatkan atau mengubah klasijikasi). 
Mengisi formulir pennohonan izin yang telah disediakan secara 
lengkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. Surat Permohonan bennetrai 6000; 
b. Foto copy KTP atau Jdentitas lainnya; 
c. Foto copy pendirian bagi badan hukum; 
d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
e. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah 

bangunan yang di usulkan; 
f Surat pemyataan kesanggupan penanggung jawab; 
g. Surat kesanggupan masing-masing tenaga teknis; 
h. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti Program 

Pemantapan mutu; 
i. Data kelengkapan bangunan; 
j. Data kelengkapan peralatan; 
k. Foto Copy lzin Gangguan (HO). 

b. Permohonan penggantian lzin : 
Mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan secara 
/engkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
• SK lzin Penyelenggaraan Laboratorium Swasta asli; 
• Foto copy lzin Gangguan; 
• Surat pemyataan penggantian nama laboratorium yang 

ditandatangani oleh pemilik, apabila te,jadi penggantian 
nama laboratorium; 

• Surat bukti pemindahan pemilikan yang di tandatangani 
oleh pemilik lama dan pemilik baru. disertai surat 
pemyataan mengetahui dari penanggung jawab teknis 
apabila terjadi penggantian pemilik; 

• Surat pernyataan pengunduran diri dari penanggung jawab 
teknis lama dan surat pernyataan kesanggupan bekerja 
dari penanggung jawab teknis baru, apabila terjadi 
penggantian penanggung jawab teknis. 

c. Perpanjangan Izin : 
Mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan secara 
lengkap dan benar, dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
• SK lzin Penyelenggaraan Laboratorium Swasta asli; 
• Foto Copy KTP/ Paspor untuk TKA (tenaga Kesehatan asing; 
• Rekomendasi dari Asosiasi/ organisasi profesi; 
• Foto Copy sertifikat/ ljazah; 
• Surat pengantar Puskesmas setempat; 

l 

12 (dua 
be/as) hari 
ke,ja 



• Pas Joto berwama terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 

9. Surat Izin Radiologi : 
a. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)I /MB; 
b. Foto ccpy KTP/ Keterangan Domisili; 
c. Surat Pemyataan bersedia menaati Peraturan perundang-

undangan di atas materai 6000; 
d. Surat pengangkatan Dokter pen.anggung Jawab; 
e. Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter penanggung jawab; 
f Foto Copy Izin Gangguan (HO); 
g. Struktur Organisasi; 
h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
i. Daftar Ketenagaan; 
j. Foto Copy SIP, SIKP, SIKB dan Surat Izin Kerja bagi tenaga 

kesehatan lain yang ada di Klinik; 
k. Daftar tarif; 
l. Daftar peralatan; 
m. Denah lokasi; 
n. Surat izin atasan langsung bagi PNS. 

10. Surat Iztn Opttk : 
a. Foto copy kartu Jdentitas diri pemohon (FC KTP dan NPWP); 
b. Foto copy Akta Notaris Pendirian Badan Usaha 

(Yayasan/PT/CV/Koperasi) untuk yang berbentuk 
yayasan/ badan; 

c. Foto copy status bangunan, lzin HO, srru, SIUP dan TDP; 
d. Foto copy surat perjanjian kerjasama dari Laboratorium Optik 

(bagi Optikal yang tidak punya laboratorium sendiri); 
e. Data penanggung jawab teknis : 

• Foto Copy KTP, ljazah, STR, dan SII(; 
• Surat pemyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab 

teknis dan tidak merangkap Optik lain bermaterai Rp.6000,-; 
• Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 
• Surat Perjanjian pemilik saran.a dengan RO; 
• Pas Joto 4x6 sebanyak 3 /embar. 

f Gambar denah bangunan/ Ruang; 
g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
h. Denah lokasi perjalanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Rejang Lebong; 
i. Daftar Sarana dan Peralatan Optik; 
j. Rekomendasi dari GAPOPIN; 
k. Rekomendasi dari IROPIN; 
I. Data Karyawan/ Pegawai. 

12 (dua 
be/as) hari 
kerja 

12 (dua 
be/as) hari 
ke,ja 



l l . Surat lzin Pelayanan Dialtsi.s : 
a. Surat Permohonan bermterai; 
b. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ 1MB; 
c. Foto copy KTP/ Keterangan Domisili; 
d. Surat Pemyataan bersedia menaati peraturan perundang-

undangan di atas materai 6000; 
e. Surat Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab; 
f Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
g. Foto copy Izin Gangguan {HO); 
h Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
i. Struktur Organisasi; 
j. Daftar Ketenagaan; 
k. Foto Copy SIP, SIKP, SIKB, dan surat izin kerja bagi tenaga 

kesehatan lain yang ada di Klinik; 
l. Daftar tarif; 
m. Daftar peralatan; 
n. Denah lokasi; 
o. Surat izin atasan langsung bagi PNS. 

l :z. Surat Izi n Pelayanan Darah : 
a. Surat Permohonan bermaterai; 
b. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ 1MB; 
c. Foto copy KTP/ Keterangan Domisili; 
d. Surat Pemyataan bersedia menaati peraturan perundang-

undangan di atas materai Rp. 6000; 
e. Surat Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab; 
f Surat Pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
g. Foto copy Izin Gangguan (HO); 
h. Struktur Organisasi; 
i. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
j. Daftar Ketenagaan; 
k. Foto copy Surat izin kerja bagi tenaga kesehatan lain yang ada di 

Klinik; 
I. Daftar tarif; 
m. Daftar peralatan; 
n. Denah lokasi; 
o. Surat izin atasan langsung bagi PNS. 

13. Surat tdn Klinik Kecantikan : 
a. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ 1MB); 
b. Foto copy KTP/ Keterangan Domisili; 
c. Surat Pemyataan bersedia menaati Peraturan perundang-

undangan di atas materai 6000; 
d. Surat pengangkatan Dokter Penanggung Jawab; 
e. Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
f Foto copy Izin Gangguan (HO); 
g. Struktur Organisasi; 

I 

I 

~ 

12 (dua 
be/as) hari 
kerja 

12 (dua 
belas) hari 
kerja 

12 (dua 
belas) hari 
kerja 



h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
i. Daftar Ketenagaan; 
j. Foto copy SIP, SIKP, SIK, dan Surat izin ke,ja bagi tenaga teknis; 
k. Daftar tarif; 
l. Daftar peralatan; 
m. Denah lokasi; 
n. Surat izin atasan langsung bagi PNS. 

14.Izin Salon Kecantikan 
a. Surat permohonan dari pemilik/ pimpinan Klinik Kecantikan; 
b. Akta Pendirian Klinik Kecantikan berbadan Hukum atau 

kepemilikan perorangan; 
c. Penanggung Jawab : 

• Surat pemyataan bersedia menjadi penanggung jawab 
bermaterai Rp. 6000; 

• Foto copy KTP; 
• Foto copy Sertifikat Keahlian; 
• Surat Keterangan Sehat dari Puslcesmas setempat; 
• Pas Foto berwarna terbaru uk--uran 4 x6 sebanyak 2 lembar. 

d. Rekomendasi Organisasi Ahli Kecantikan setempat; 
e . Daftar dan jenis tenaga ke,ja yang digunakan dengan 

melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat; 
f Foto copy NPWP; 
g. Daftar Peralatan yang digunakan; 
h Peta Lokasi dan Denah ruangan beserta ukurannya; 
i. Daftar kosmetik yang digunakan; 
j. Surat bukti Kepemilikan Sarona (Sertifikat/ AJB dan IMB 

peruntukan usaha); 
k. Surat pemyataan berkas sesuai dengan aslinya. 

15. Surat izin Sarana Pemberantasan Hama : 
a. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ IMB; 
b. Foto copy KTP/ Keterangan Domisili; 
c. Surat Pemyataan bersedia menaati peraturan perundang-

undangan di atas materai Rp. 6000; 
d. Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
e. Foto copy Izin Gangguan (HO); 
f Struktur Organisasi; 
g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
h. Daftar Ketenagaan; 
i. Daftar Peralatan; 
j. Denah Lokasi; 
k. Surat Izin atasan langsung bagi PNS. 

16 . Surat Izin Toko Alat Keaehatan : 
a. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ 1MB; 
b. Foto copy KTP/ Keterangan Domisili; 

12 (dua 
belas) hai 
ke,ja 

12 (dua 
belas) hari 
lce,ja 

1!.iffr~~ i~~;q~~z:i.::· -.-~: 
~~ ... •- ·· .. .... , 



C. Surat Pemyataan bersedia menaati-Peroturan perundang-
undangan di atas materai 6000; 

d. Surat pengangkatan Dokler Penanggung Jawab; 
e. Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
f Foto copy lzin Gangguan (HO); 
g. Struktur Organisasi; 
h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
i. Daftar Ketenagaan; 
j . Daftar Peralatan; 
k. De11ah Lokasi; 
I. Surat lzin atasan langsung bagi PNS. 

17. Surat Idn Institu.si Penguft Alat Kesehatan : 
a. Akte Pendirian dari Notaris (Badan Usaha)/ 1MB; 
b. Foto Cop y KTP/ Keterangan Domisili; 
c. Surat Pemyataan bersedia menaati Peraturan perundang-

undangan di atas materai 6000; 
d. Surat pengangkatan Dokter Penanggung Jawab; 
e. Surat pemyataan bersedia sebagai Dokter Penanggung Jawab; 
f Foto Copy Jzin Gangguan (HO); 
g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
h. Struktur Organisasi; 
i. Daftar Ketenagaan dan serti.fikat penguji; 
j . Daftar Peralatan; 
k. Denah Lokasi; 
l. Surat Izin atasan langsung bagi PNS. 

18. Surat I.sin Praktek Fisiourapi : 
a. Foto copy KTP yang masih berlaku; 
b. Foto copy Jjazah; 
c. Surat Rekomendasi dari /FI; 
d. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter yang memiliki SIP; 
e. Surat tidak keberatan dari atasan langsung bagi PNS; 
f Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
g. Pas Joto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar; 
h. Foto Copy SIF; 
i. Denah /okasi Praktek. 

J. Permohonan Sertiflkat Penyuluhan P-IRT (Pangan-Indu6trl 
Rumah Tangga} : 
a. Permohonan; 
b. Peta Lokasi; 
c. Denah Bangunan; 
d. Foto Copy KTP; 
e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
f Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desai Kelurahan; 
g. Pas Joto berwama 4x6 cm (3 lembar); J 

6 (enam) hari 
kerja 

6 (enam) hari 
kerja 

6 (enam) hari 
kerja 



h. Daftar alat yang digunakan dan daftar ba-han yang digunakan; 
i. Surat pemyataan status bangunan (hnk milik/ kontrak). 

k. Permohonan Izfn Usaha Makanan Jasa Boga : 
a. Surat Permohonan bermaterai; 
b. Tanda terdaftar jasa boga; 
c. Foto copy KTP pemohon; 
d. Denah Bangunan dan Lokasi; 
e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
f Serti.fikat I ijazah tenaga yang memiliki pengetahuan penyehatan 

makanan; 
g. Serti.fikat I Piagam kursus . 

L Permohonan Untuk Memperoleh Sertifikat Latk Hygiene 
Santta.s Re&toran/ Rumah Makan : 
a. Permohonan; 
b. Poto cop y HO; 
c. Foto copy KTP yang masih berlaku; 
d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
e. Berita Acara Survey dari tenaga hygiene Puskesmas setempat; 
f Fata copy Surat Keterangan Domisi/i Perusahaan; 
g. Peta situasi dan denah Bangunan. 

m. Permohonan Untuk Memperoleh Latk Hygiene Sanfta.sf : 
a. Permohonan; 
b. Foto copy KTP; 
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
d. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha; 
e. Peta Situasi dan Gambar Denah Bangunan; 
f Surat Keterangan dari tenaga sanitasi Puskesmas terdekat; 
g. Pas Joto 4x6 berwama sebanyak 2 lembar. 

n. Surat Izfn Prakuk Apoteker (SIPA) dan Surat .lzin Ke,ja 
apoteker (SIKA) : 
a. Fata copy STRA yang dilegalisir oleh KFN; 
b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
c. Surat pemyataan mempunyai tempat p raktek proJesi atau surat 

keterangan dari pimpinan Jasilitas pelayanan keJarmasian atau 
dari pimpinan produksi atau distribusi I penyaluran; 

d. Surat Rekomendasi dari organisasi proJesi; 
e. Pas Joto 2x6 berwarna sebanyak 4 lembar. 

I 
I 
I 
7 

6 (enam) hari 
kerja 

6 (enam) hari 
kerja 

6 (enam) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 



o. Surut Izi n Praktek ( SIP 
Doktu Spesial is,Dokter Gtgt Spesialfs: 
" ' , ,,., , "l'!i KTP yang masih berlaku; 
h ' ''" ' « 'JJ!/ 110 (untuk Praktek Mandiri); 

Dokter Umum, 

, · , , ,,,., , , ,, "! ;:;TR Dok:ter/ Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir 
,h,: ,,,..,, ,t,:nnsil Kedok:teran Indonesia yang masih berlaku; 

rl ·-:rl(i/ ,,cn,yataan mempunyai tempat praktek atau surat 
/, , k1rn,,1n11 dan saran pelayanan kesehatan sebagai tempat 
Jt1ol-d<- Anya ; 

e /-.'d,,, ,,,,.,,,Josi dari organisasi profesi sesuai dengan tempat 
1.w,1J...1ek,1_11(l; 

/: i<'• 1.,11ucnrlusi dari Dinas Kesehatan; 
r; /', •~ fi ,to ruama terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 
I, Suru/ i,:in dari pimpinan instansi/ sarana pelayanan kesehatan 

1/11!"'"" Vokter dan Dok:ter Gigi dimaksud bekerja (khusus bagi 
/!older d an Dok:ter Gigi yang bekerja disarana pelayanan 
~,-,,chutnn Pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang 
,lit"P_itd, J>cmerintah); 

,_ 1,·c~o111<'f1dasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; 
_i. l), •1111!, nlumat prak:tek; 
/.;_ 1\lfl,u mc>mh p lastik bolong 1 buah dan map merah kertas 2 buah. 

p . Surat Izitt Kerj a Perawat ( SIKP ) / I.zi n Praktek Perawat : 
a. 1-'oto CO/'!J fjazah asli madya keperawatan, atau ijazahpendidikan 

rf<:>ny(/11 ko111petensi lebih tinggi yang diakuipemerintah; 
I,_ ::-i!lrul keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari 

µ i111ph1m1 sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya 
J..:epe n,w a ta n; 

, ._ Reko111c>ndasi dari Dinas Kesehatan; 
d. foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku; 
e. S11mt keterangan sehat dari dok:ter; 
f Foto Copy KTP; 
g. /~ckomenclasi dari organisasi profesi; 
h. Pas Joto 4x6 sebanyak 3 lembar. 

q . Surat Izin K e,ja Perawat Gtgt : 
a. Sumt pennolwnan bermetrai 6000; 
b. foto c:opy fjazah asli atau ijazah pendidikan dengan kompetensi 

/f'l,i h t i nggi yang diakui pemerintah; 
c. ::-iumr keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari 

pimp innn sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya 
kcperawatan; 

d . f<ekome11dnsi dari Dinas Kesehatan; 
e. Foto cop y STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku; 
J: S umi kererangan sehat dari dokter; 
g. Poto cop y KTP; 

5 (lima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 



h. Rekomendas{dari organisasiprofesi; ---- -------- -- - ------
i. Pas Joto 4x6 sebanyak 3 lembar. 

r . Surat Izin Ke,ja Fisiourafls : 
a. SuratPermohonan; 
b. Foto copy Jjazah; 
c. Surat Keterangan pengalaman kerja; 
d. Foto copy STR yang masih berlaku; 
e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
f. Foto copy SIF (Surat Izin Tenaga Fisioterajis) yang masih berlaku; 
g. Surat keterangan sehat dari dokter; 
h. Foto copy KTP; 
i. Rekomendasi dari organisasi profesi; 
j. Pas Joto 4x6 sebanyak 3 lembar. 

11. Surat uin kerja Radiografe r: 
a. Surat Pemwhonari; 
b. Foto copy Jjazah asli; 
c. Surat keterangan pengalaman kerja; 
d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
e. Foto copy STR yang masih berlaku; 
f. Foto copy SIP (Surat Izin Perawat) yang masih berlaku; 
g. Surat Keterangan Sehat dari dokter; 
h. Foto copy KTP; 
i. Rekomendasi dari organisasi profesi; 
j. Pas Joto 4 x 6 sebayak lembar. 

t . Surat fzin Refraksionis Optisen : 
a. Foto copy Jjazah asli, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi 

lebih tinggi yang diakui pemerintah; 
b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari 

pimpinan sarana tempat kerja; 
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
d. Foto copy STR yang masih berlaku; 
e. Foto copy SIP (Surat Izin Perawat) yang masih berlaku; 
f Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 
g. Foto Copy KTP; 
h. Rekomendasi dari organisasi profesi; 
i. Pas Joto 4 x 6 sebayak lembar. 

u. Surat Izin Kerja Okupasi Terafis : 
a. Surat Permohonan; 
b. Foto copy Jjazah asli, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi 

lebih tinggi yang diakui pemerintah; 
c. Surat keterangan pengalaman kerja; 
d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
e. Foto copy STR yang masih berlaku; 

I 
I 

~ 

5 (/ima) hari 
kerja 

5 (/ima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 



f Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 
g. Foto copy KTP; 
h Rekomendasi dari organisasi proJesi; 
i. Pas Joto 4 x 6 sebayak lembar. 

v. Surat Izin Kerja Terqfis Wicara : 
a. Surat Pennohonan; 
b. Foto copy ljazah asli, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi 

lebih tinggi yang diakui pemerintah; 
c. Surat keterangan pengalaman kerja; 
d. Foto copy STR yang masih berlaku; 
e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 
f Foto copy KTP; 
g. Rekome11.dasi dari Di11.as Kesehatan; 
h Rekomendasi dari organisasi proJesi; 
i. Pas Joto 4 x 6 sebayak lembar. 

w. Surat Izin Ke,ja Tenaga Ahli Gizi : 
a. Foto copy ljazah asli, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi 

lebih tinggi yang diakui pemerintah; 
b. Surat keterangan pengalaman kerja; 
c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
d. Foto copy STR yang masih berlaku; 
e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; 
f Foto copy KTP; 
g. Rekomendasi dari organisasi proJesi; 
h Pas Joto 4 x 6 sebayak lembar. 

x . Surat Tenaga Pengobatan Komplerrumter Alternattf: 
a. Surat Permohonan; 
b. Foto copy KTP yang masih berlaku; 
c. Foto copy STR yang masih berlaku; 
d. Surat pemyataan mempunyai tempat praktek atau surat 

keterangan dan saran pelayana11. kesehatan sebagai tempat 
prakteknya; 

e. Rekomendasi dari organisasi proJesi: 
f Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
g. Surat Tugas ( ST-TPKA ) yang masih belaku dari Dinas kesehatan 

Rejang Lebong (jangka berlaku ST-TPKA dan SIK-TPKA 1 tahun 
bagi yang tidak memiliki registrasi); 

h Pas Joto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 
i. Surat izin dari pimpinan instansi bagi PNS; 
j. Denah alamat lokasi; 
k. Map merah plastik bolong 1 buah dan map merah kertas 2 buah; 
I. Rekomendasi dari Kejaksaan bagi batra Kl.asifikasi supranatural 

dan Rekomendasi Kantor departemen Agama kab/kota bagi 
batra klasifikasi pendekatan agama. 

5 (lima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 

5 (lima) hari 
kerja 



y . SUrat Tanda Daftar Pengobatan Tradi&ional : 
a. Surat permohonan bermaterai; 
b. Biodata Pengobat Tradisional; 
c. Foto copy KTP; 
d. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah; 
e. Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa tempat melakukan 

pekerjaan sebagai pengobat tradisional; 
f Peta lokasi usaha dan denah ruangan; 
g. Rekomendasi dari asosiasi profesi dibidang pengobatan 

tradisional yang bersangkutan; 
h. Foto copy sertifikat/ ijazahpengobatan tradisional; 
i. Foto copy Jjazah pendidikan formal terakhir; 
j . Surat pengantar puskesmas setempat; 
k. Pas Foto terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar bagi yang baru dan 2 

lembar bagi yang regristasi ulang; 
/. Map merah p lastik bolong 1 buah dan map merah kertas 2 buah. 

z. SUrat Tanda Pengobatan Terdaftar: 
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (baru, pindah lokasi dan 
meningkatkan atau mengubah klasijikasi ) : 
a. Surat Permohonan bermaterai; 
b. Foto copy KTP atau Identitas lainnya; 
c. Foto copy pendirian bagi Badan Hukum; 
d. Denah lokasi dengan situasi sekitamya dan denah bangunan 

yang di usulkan; 
e. Surat pemyataan kesanggupan penanggung jawab di atas 

materai 6000; 
f Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; 
g. Surat kesanggupan masing-masing tenaga teknis; 
h. Surat pem yataan sanggup mematuhi Undang-Undang yang 

berlaku; 
i. Data kelengkapan peralatan; 
j. Foto copy Izin Gangguan (HO); 
k . Map plastik merah bolona 1 buah. 

5 (lima) hari 
kerja 



NDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
'UNGKUNGAN 

Masa Berlaku Pemberi ents Izin Izin Pertimbangan DasarHukum Maksud dan Tu.Juan 

1 2 3 4 5 
IZIN Sepanjang usaha 7Ym Teknis 1. Und.ang-Undang Nomor 32 Tahlm 2009 tentang Perlindungan dan a . pengendalian terhadap dampak lingkung, 

l'GKUNGAN tidak berubah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; hidup; 
lokasi kegiatan 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis b. pengawasan dampak dari aktifit 
masih berlangsung Mengenai Dampak Lingkungan; kegiatan/ usaha/ kegiatan terhad, 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin lingkungan hidup; 
Lingkungan. c. bahan evaluasi terhad, 

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun kegiatan/ usaha/ kegiatan perusahaan. 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 

5. Peraturan Bu.pati Rejang Lebong Nomor 34 tahun 2015 tentang 
Pedoman Pemberian lzin Lingkungan. 

Klasi.ftkast I Sa.saran Proudur Persyaratan standar 
Waktu 

Biava 
6 7 8 9 10 

Perusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohorw.n izin di tempat 1. lzin lokasi asli dan rekomendasi Badan 7Ydak 2 (dua) har 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; Koordinas Penataan Ruang Daerah; dikenakan kerja bila 
kontruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin dari 2. Foto copy KTP; syarat 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang pemohon; 3. Dokumen p endiri; lengkap da, 
jasa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 4. Profil Usaha; benar 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 5. Surat Permohonanan bermaterai; 
pertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; 6. Akte Pendirian; 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 7. FC TDP, NPWP dan HO; 
p erkebunan dan lain-lain. 8. Draf Dokumen Lingkungan (AMDAL, 

UKL-UPL); 
9. Perumahan ~ 1 Ha, dilengkapi dengan 

Izin Lokasi. 



~AR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
BIDANG PERHUBUNGAN 

nialzin 
Masa Berlaku Pemberi DasarHukum 

Isin Pertimbanaan 
1 2 3 4 

IZIN 5 (Lima} tahun Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
RAYEK dan d.apat 2. Undang-wui.ang Nomor 22 Tahlm 2009 tentang Lalu Lintas dan 

diperpanjang Angkutan Jalan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan; 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Retribusi Izin Trayek; 
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
tentang Retribusi Daerah; 

6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 379 Tahun 201 1 
tentang Penetapan Jaringan Lintasan Trayek Angkutan 
Penumpanq Umum Dalam Kabupaten Reianq Lebonq. 

Kla.sifikasi I Sasaran Prosedur Persyaratan 

6 7 8 
4ngkutan Umum; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Foto copy STNK; 1. 
Erus Kecil; pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Tanda Lulus Uji 2. 
Erus sedang; 2. Penerimaan berkas permohonan izin dari Kendaraan; 3. 
Erus Besar. pemohon; 3. Rekomendasi dari Dinas 4. 

3. Pemeriksaan berkas; Perhubungan. 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 
5 . Proses perizinan; 
6. Penyerahan surat perizinan. 

Maksud dan Tujuan 

5 
a. untuk penertipan jalur trayek kendaraan bermotor 
b. untuk pengawasan, pemantauan kelayaka 

kendaraan bermotor; 
c. untuk kenyamanan pengguna jasa angkutan; 
d. legalisasi usaha angkutan darat. 

Standar Bfaya Waktu 

9 10 
Mobilpenumpangumum : Rp.100.000,- 5 (Lima) 
Bus Kecil : Rp.150.000, - hari kerja 
BusSedang : Rp.175.000,-
BusBesar : Rp.200.000,-



Tenulztn Ma.sa Berlaku Pembert Da.sar Huku,n Maksud dan Tujuan Iztn Perttmbanaan 
1 2 3 4 s 

TUKENDALI/ 1 (satu) tahun Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaa,1 
~TUIZIN 2. Undang-Undang Nomor 22 Tah.un 2009 tentang Lalu Lintas dalam melaksanakan aktifitas; 
USAHA dan Angkutan Jalan; b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daerai"i 

HOKUTAN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan d1 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; kabupaten Rejang Lebong. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Trayek; 

5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
tentang Retribusi Daerah 

Kla.siflka.st I Sa.saran Prosedur Persyaratan Standar 
Waktu Biaun 

6 7 8 9 10 
?rusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Surat permohonan; Tidak 3 (tiga) hari kerja 
?rusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Rekomendasi dari kepala Dinas dikenakan apabila 
,ntruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong; persyaratan 
?rusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; 3. Foto copy KTP/ SIM; lengkapdan 
sa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 4. Foto copy buku uji; benar 
?rusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 5. Foto copy STNK; 
?rtambangan dan energi; 5. Proses perizinan; 6. Asli surat izin usaha angkutan yang lama 
?rusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. (kh.usus untuk perpanjangan). 
?rkebunan dan lain-lain. 



>AR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
lDANG PENANAMAN MODAL 

ltlasa Berlaku Pemberi 
is b:in b:in Pertimbanaan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan 

l 2 3 4 5 
PRINSIP 1 (satu) tahun dan Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 2 5 Tahun 200 7 tentang Penanaman Modal; a. untuk kenyamanan dan per/indungan 
lNAMAN dapat diperpanjang 2 . Peraturan Presiden Nomor 27 Tahi.m 2009 tentang Pelayanan perusahaan dalam melaksanakan aktifitas; 
:>DAL 1 kali Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; b. untuk bahan pengawasan Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Nomor 3 6 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Daerah terhadap aktifitas dan kegiatan 

Klasiflka.sl I Sa.saran 

6 
irusahaan Terbatas; 
irusahaan yang bergerak dibidang 
>ntruksi; 
1rusahaan yang bergerak dalam bidang 
sa dan pelayanan; 
irusahaan yang bergerak dalam bidang 
1rtambangan dan energi; 
irusahaan yang bergerak dalam bidang 
irkebunan dan lain-lain. 

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan perusahaan di Kabupaten Rejang Lebong. 
Persyaratan Bidang Penanman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 
Nonperizinan Penanaman Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 Tahun 2017, 
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan 
Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebona. 

Prosedur Persyaratan 

7 8 
1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; 

p elayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa bagi pengurus permohonan yang 
2 . Penerimaan berkas permohonan izin tidak dilakukan secara langsung oleh 

dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 
3. Pemeriksaan berkas; 3. Foto copy Akte Perusahaan; 
4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Profit Perusahaan 
5. Proses perizinan; 5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan; 
6 . Penyerahan surat perizinan. 6. Foto copy Akta Perubahan Perusahaan (bila 

ada; 
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 
8 . Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur; 
10. Bukti penguasaan atas tanah/ sertifikat; 
11. Proposal dan preentasi rencana investasi; 
12 . Rekomendasi Pemanfaatan Tata Ruang 

Daerah (BKPRD); 
13. Rekomendasi instansi teknis terkait bila 

diversuaratkan. 

Standar Waktu 
Biava. 

9 10 
Tidak 3 (tiga) hari kerja 

dikenakan apabila 
persyaratan 
lengkapdan 
benar 



nts I.zin Masa Berlaku Pemberi DasarHukum Maksud dan Tujuan 
Iz fn Pertfmbanaan 

l 2 3 4 5 
rPRINSIP 1 {satu) tahun dan Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman a. untuk kenyamanan dan perlindunga 
U.UASAN dapat Modal; perusahaan dalam melaksanakan aktifitas; 
!;4NAMAN diperpanjang 1 kali 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daera 
fODAL Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan l 

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Kabupaten Rejang Lebong. 
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan 
Persyaratan Bidang Penanman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 
Nonperizinan Penanaman Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 Tahun 2017, 
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan 
Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Reian.q Lebon.a. 

.Klasiftkasi I Sasaran Proseclur Persyaratan Standar Waktu 
Bfaua 

6 7 8 9 10 
'erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 3 (tiga) hari kerja 
'erusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa bagi pengurus permohonan yang dikenakan apabila 
ontruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin tidak dilaku.kan secara langsung oleh persyaratan 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkapdan 
isa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Foto copy Akte Perusahaan; benar 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
ertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; 5. Rencana Detail Perusahaan; 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 6. Bukti penguasaan atas tanah; 
erkebunan dan lain-lain. 7. Proposal dan presentasi rencana investasi; 

8. Pemanfaatan tata ruang daerah; 
9. Laporan kegitan penanaman modal; 
10. Rekomendasi instansi teknis terkait bi/a 

dipersyaratkan. 



nfsizin Masa Berlaku Pembert DasarHu kum Maksud dan Tujuan Izfn Pertimbanaan 
1 2 3 4 5 

IZIN 1 (satu) tahun dan Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusaha 
RJNSIP dapat diperpanjang Modal; dalam melaksanakan aktifitas; 
IUBAHAN 1 kali 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daer 
IANAMAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan 
fODAL 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar kabupaten Re Jang Lebong. 

Bi.dang Usaha yang Tertutup dan Bi.dang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan Bi.dang Penanman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180. 08.1 Tahun 
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan 
dan Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Rejang Lebong. 

Klasiftka.si I Sa.saran Prosedur Persyaratan 
Standar 

Waktu 
Biava 

6 7 8 9 10 
f>erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 7 (hari) hari 
Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa bagi pengurus permohonan yang dikenakan ke,ja apabila 
l'(ontruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin tidak dilakukan secara langsung oleh persyaratan 
f>erusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkapdan 
iasa dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3. Izin Prinsip Penanaman Modal; benar 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Foto copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman 
:Jertambangan dan energi; 5. Proses perizinan; Modal; 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 5. Foto copy rencana perubahan penanaman 
7erkebunan dan lain-lain; modal; 

6. Proposal dan presentasi rerteana investasi; 
7. Pemanfaatan tata ruang daerah; 
8. Laporan kegiatan penanaman modal; 
9. Rekomendasi instansi teknis terkait bila 

dipersyaratkan. 



.ushin Ma.sa Berlaku Pemberi 
DasarHukum Maksud dan Tujuan lzi n Pertimbannan 

l 2 3 4 s 
USAHA Izin berlaku Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahtm 2007 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan dalam 

lNAMAN selama kegiatan Penanaman Modal; melaksanakan aktifitas; 
ODAL usaha masih 2 . Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 

dijalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejang 
Modal; Lebong. 

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang 
Penanaman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman 
Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08. 1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Kla&ifika.si I Sa.saran Prosedur Persya.rtrtan Standar Waktzl Biaut1 
6 7 8 9 10 

'erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan pennohonan izin di 1. Pennohonan; Tidak 7 (tujuh) hari 
'erusahaan yang bergerak dibidang tempat pelayanan informasi 2. Surat Kuasa bagi pengurus pennohonan yang tidak dilakukan dikenakan ke,ja apabila 
(ontruksi; dan pendaftaran; secara langsung oleh Direktur/ Pimpinan Perusahaan; persyaratan 
'erusahaan yang bergerak dalam 2. Penerimaan berkas 3. Profil Perusahaan; lengkapdan 
1idang jasa dan pelayanan; pennohonan izin dari pemohon; 4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan; benar 
'erusahaan yang bergerak dalam 3. Pemeriksaan berkas; 5. Foto copy Akta Perubahan Perusahaan (bila ada); 
:>idang pertambangan dan energi; 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 6. Surat keterangan domisili Perusahaan; 
'erusahaan yang bergerak dalam 5. Proses perizinan; 7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
:>idang perkebunan dan lain-lain; 6. Penyerahan surat perizinan. 8 . Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur; 

9. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SRJP); 
10. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 
11. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 
12. Laporan kegiatan penanaman modal; 
13. Bukti penguasaan atas tanah; 
14. Izin Gangguan (HO); 
15. Izin Mendirikan Bangunan ([MB), bagi yang memiliki 

bangunan; 
I 16. Proposal dan persentasi rencana investasi; I 1 7. Pemanfaatan tata ruang daerah; 

18. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL); 
1 9. Rekomendasi instansi teknis terkait bila dine.rsuaratkan. 



Meua Berlaku Pemberl • I.stn .lstn Perlimbanaan Dasar Hukum Malaud clan Tujuan l 2 3 4 
S USAHA lzin berlaku Tim Teknis l. Un.dang-Un.dang Nomor 25 Tahlm 2007 ten1ang a. untuk kenyamanan danperlindunganperusahaandalam t!ASAN selama kegiatan Penanaman Modal; melaksanakan aktifitas; 'lAMAN usaha masih 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang b. untuk bahan pengawasan Pemerin1ah Daerah terhadap DAL dijalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejang 

Kla.sVfkasi I Scuaran 

6 
-usahaan Terbatas; 1. 
-usahaan yang bergerak dibida.ng 
ri.truksi; 
usahaan yang bergerak dalam bidang 2. 
a dan pelayanan; 
usahaan yang bergerak dalam bidang 3. 
tambangan dan energi; 4. 
usahaan yang bergerak dalam bidang 5. 
kebunan dan lain-lain; 6. 

Modal; Lebong. 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Da.ftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang 
Penanman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman 
Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
LeboM, 

Proaedur Persyaratan 
7 8 Pengajuan permohonan izin di 1. Permohonan; 

tempat pelayanan informasi dan 2. Surat Kuasa bagi pengurus permohonan yang penda.ftaran; tidak dilakukan secara langsung oleh Penerimaan berkas permohonan izin Direktur/ Pimpinan Perusahaan; dari pemohon; 3. Profil Perusahaan; Pemeriksaan berkas; 4. Rencana perluasan penanaman modal; Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 5. Foto copy lzin Usaha Penanaman Modal; Proses perizinan; 6. Laporan kegiatan penanaman modal tahun Penyerahan surat perizinan; terakhir; 
7. Bukti penguasaan atas tanah; 
8. lzin Gangguan (HO); 
9. lzin Mendirikan Bangunan (1MB), bagi yang 

memiliki bangunan; 
10. Proposal dan persentasi rencana investasi; 
1 I. Pemanfaatan tata ruang daerah; 
12. lzin Lingkungan {Amdal, UPL-UKL); 
13. Rekomen.dasi instansi teknis terkait bila 

dipersyaratkan; 

Standar 
Waktu Btaua 

9 JO 
Tidak 7 (tujuh) 

dikenakan hari kerja 
apabila 
persyaratan 
lengkap dan 
benar 

' 
I 
i 



mis lzin Ma.sa Berlaku 
lzin 

Pe mberi 
Pertimbangan 

1. 2 3 
ri USAHA 
'UIBAHAN 
l7ANAMAN 
IIODAL 

Izin berlaku 
selama k.egiatan 
usaha masih 
dijalankan 

-Tim Teknis 

Kla.siflkasi I Sa.saran 

6 
Perusahaan Terbatas, 
Perusahaan yang bergerak dibidang 
Kontruksi, 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
dan pelayanan, 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pertambangan dan energi, 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perkebunan, dan Lain-lain 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

DasarHukum Maksud dan Tujuan 

4 5 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang la. 

Penanaman Modal; 
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang lb. 

untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan dala 
melaksanakan aktifitas; 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman 
Modal; 

untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhadG 
aktijitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejar: 
Lebong. 

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 
yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanman 
Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180. 08.1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Antu Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Prosedur Persyaratan 

7 8 
Pengajuan pennohonan izin di tempat 1. Pennohonan; 
pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa bagi pengurus pennohonan yang 
Penerimaan berkas pennohonan izin tidak dilakukan secara langsung oleh 
dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 
Pemeriksaan berkas; 3. Profil Perusahaan; 
Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Rencana perluasan penanaman modal; 
Proses perizinan; 5. Foto copy Izin Usaha Penanaman Modal; 
Penyerahan surat perizinan. 6. Laporan kegiatan penanaman modal tahun 

terakhir; 
7. Bukti penguasaan atas tanah; 
8. Izin Gangguan (HO); 
9. Jzin Mendirikan Bangunan (!MB), bagi yang 

memiliki bangunan; 
10. Proposal dan persentasi rencana investasi; 
11. Pemanfaatan tata ruang daerah; 
12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL); 
13. Rekomendasi instansi teknis terkait bila 

dipersyaratkan. 

Standar 
Waktu Biava 

9 10 
Tidak 7 (tujuh) 

dikenakan hari kerja 
apabila 
persyarata 
lengkapda 
benar 

I 

I 
I 

I 



enis Iz fn Ma.sa Berlaku Pember! 
Da.sar Hukum Maksud dan Tujuan Izin Pertimbannan 

l 2 3 4 5 
N USAHA Izin berlaku Tim Teknis 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan 
'KMBUNGAN se/ama kegiatan Penanaman Modal; dalam melaksanakan aktifitas, 
tUSAHAAN usaha masih 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahtin 2009 tentang b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daerah 
IIIANAMAN dijalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan di 
lL(MERGER) Modal; kabupaten Rejang Lebong. 

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang 
Penanman Modal; 

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman 
Modal; 

5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180. 08.1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
LeboTUJ. 

~kasi / Sa.saran Prosedur Persya.ratan Standar 
Waktu Biaua 

6 7 8 9 JO 
rusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 7 (tujuh) hari 
rusahaan yang bergerak dibidang pelayanan informasi dan pendaftaran; 2. Surat Kuasa bagi pengurus permohonan yang dikenakan kerja apabila 
ntruksi; 2. Penerimaan berkas permohonan izin tidak dilakukan secara langsung oleh persyaratan 
rusahaan yang bergerak dalam bidang dari pemohon; Direktur/ Pimpinan Perusahaan; lengkapdan 
;a dan pelayanan; 3. Pemeriksaan berkas; 3 . Profil Perusahaan; benar 
rusahaan yang bergerak dalam bidang 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Foto copy Izin Prinsip I perubahan penanaman 
rtambangan dan energi; 5. Proses perizinan; modal; 
rusahaan yang bergerak dalam bidang 6. Penyerahan surat perizinan. 5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan; 
rkebunan dan lain-lain. 6. Foto copy NPWP perusahaan; 

7. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang 
dituangkan dalam bentuk risalah rapat umum 
pemegang saham {RUPS/ keputusan srikuler 
seluruh Pemegang Saham/ Akta perubahan 
dalam bentuk keputusan/ Akta perubahan 
dalam bentuk Keputusan Rapat/ akta 
perubahan dalam bentuk keputusan rapat/ 
berita acara; 

8. Laporan kegiatan penanaman modal tahun I 

terakhir; I 
9. Legalitas Pekerjaan; I 
10. Bukti ,,,,,wuasaan atas tanah; I 



11. lzin Gangguan (HO); 
12. lzin mendirikan Bangunan (/MB), bagi yang 

memiliki bangunan; 
13. Proposal dan persentasi rencana 

penggabungan perusahaan penanaman 
modal; 

14. Pemanfaatan tata ruang Daerah 
15. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) 
16. Rekomendasi instansi teknis terkait bi/a 

divers_qaratkan. 



Jeni.s Izi n Masa Berlaku Pemberi 
DasarHukum Maksud dan Tujuan l.zin Pertimbanaan 

l 2 3 4 5 
ZIN USAHA lzin berlaku Tim Teknis 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan 
rENDIRIKAN selama kegiatan 859/ Kpts/TP/250/ Ill 1998 tentang Pedoman dalam melaksanakan aktifitas, 

MESIN usaha masih Pembinaan Perusahaan Penggiilingan Padi, Huller dan b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah 
:NGGIUNGAN dijalankan Penyosohan Beras; terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan di 
lDI (HULLER) 2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 Kabupaten Rejang Lebong. 

Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebonn. 

Klasifl.kasi / Sasaran Prosedur Persyaratan standar 
Waktu Biava 

6 7 8 9 10 
Perusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di 1. Permohonan; Tidak 7 (tujuh) hari 
Perusahaan yang bergerak dibidang tempat pelayanan informasi dan 2. Foto copy SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup; dikenakan kerja apabifo 
Kontruksi; pendaftaran; 3. Foto copy NPWP; persyaratan 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 2. Penerimaan berkas permohonan izin 4. Foto copy KTP; lengkapdan 
jasa dan pelayanan; dari pemohon; 5. Pas Joto ukuran 3x4 2 lembar; benar 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 3. Pemeriksaan berkas; 6. Poto copy Sertifikat Tanah/ Surat Keterangan 
pertambangan dan energi; 4 . Pemeriksaan lokasi/ lapangan; Tanah; 

. Perusahaan yang bergerak dalam bidang 5. Proses perizinan; 7. Pemyataan izin warga sekitar diketahui oleh 
perkebunan dan lain-lain. 6. Penyerahan surat perizinan. Lu rah/ Kades dan camat setempat; 

8. Foto copy lzin Gangguan; 
9. Foto copy IMB. 

I 

I 
I 
i 



Masa Berlaku Pemberi nislzin Izin Pertimbanaan DasarHukum Maksud dan Tujuan 

J 2 3 
'{ USA.HA Izin berlaku Tim Teknis 
"KEBUNAN selama kegiatan 
DI DAYA usaha masih 
WP-BJ dijalankan 

Kkm.fikasi / Sa.saran 

6 
'erusahaan Terbatas; 1. 
'erusahaan yang bergerak dibidang 
(ontruksi; 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 2. 
asa dan pelayanan; 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 3. 
>ertambangan dan energi; 4. 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 5. 
>erkebunan dan lain-lain; 6. 

4 5 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahlm 1996 tentang a. untu k kenyamanan dan perlindungan perusahaan 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam melaksarzakan aktifitas, 
Atas Tanah; b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhada1 

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten 
98/pennentan/PT.14D/9/2013 tentang Pedoman lzin Rejang Lebong. 
Usaha Perkebunan; 

3 . Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 
Tamm 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Lebona. 

Prosedur 

7 
Pengajuan pennohonan !Zin di 
tempat pelayanan infonnasi dan 
pendaftaran; 
Penerimaan berkas pennohonan 
izin dari pemohon; 
Pemeriksaan berkas; 
Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 
Proses perizinan; 
Penyerahan surat perizinan. 

Pintu Kabupaten Rejang 

Persyaratan 

8 
1. Permohonan; 
2. Surat kuasa bagi pengurus pennohonan yang 

tidak dilakukan secara langsung oleh 
Direktur/ Pimpinan Perusahaan; 

3 . Foto copy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. Foto copy NPWP perusahaan; 
5. Foto copy KTP; 
6. Status tanah,· 
7. Pemyataan izin warga sekitar diketahui oleh 

Lurah/ Kades dan Camat setempat; 
8. Surat Izin Tempat Usaha (Sfl'U); 
9. Foto copy Izin Gangguan; 
10. Foto copy IMB; 
11. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
12. Izin Lokasi; 
13. Jaminan pasokan bahan baku; 
14. Rencana kerjapembangunan usaha industri; 
15. Pemyataan kesanggupan : 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana 
prasarana dan sistim untuk melakukan 
pengendalian organisme pengganggu 
tanaman(OPT); 

b. memiliki sumber daya manusia, sarana 
prasarana dan sistim untuk melakukan 
pembukaan lahan tanpa bakar serta 
pengendalian kebakaran; 

Standar 
Biava 

9 
Tidak 

dikenakan 

! 

l 

Waktu 

JO 
14 (empat 
be/as) hari 
kerja apabila 
persyaratan 
lengkapdan 
benar 



C. memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan 
rencana kerja dan rencana pembiayaan; 

d. melaksanaan kemitraan dengan pekebun, 
karyawan dan masyarakat sekitar 
pekebunan. 

16. Rekomendasi Jnstansi terkait bila dioersuaratkan. 



dsain Masa Berla.ku Pemberi 
DasarHukum Maksud dan Tujuan Jgin Pertlmbannan 

l 2 3 
USAHA lzin berlaku Tim Teknis 

rEBUNAN selama kegiatan 
'WP) usaha masih 

dijalankan 

Klasiflkasi I Ba.saran 

6 
·rusahaan Terbatas; 
-rusahaan yang bergerak dibidang 
,ntruksi; 
-rusahaan yang bergerak dalam bidang 
,a dan pelayanan; 
rusahaan yang bergerak dalam bidang 
rlambangan dan energi; 
rusahaan yang bergerak dalam bidang 
rkebunan, dan Lain-lain 

4 5 
1. Undang-uruiang Nomor 25 Tahun 2007 tentang a. untuk kenyamanan dan perliruiungan perusahaan 

Penanaman Modal; dalam melaksanakan akti.fitas, 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang b. untuk bahan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai akti.fitas dan kegiatan perusahaan di kabupaten Rejang 
Alas Tanah; Lebong. 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
98/ permentan/ PT. 14D/ 9/ 2013 tentang pedoman Jzin 
Usaha Perkebunan; 

4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penaruiatanganan dan Pengelolaan Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebonn. 

Prosedur 

7 
1. Pengajuan permohonan izin di 

tempat pelayanan informasi 
dan peruiaftaran; 

2. Penerimaan berkas 
permohonan izin dari 
pemohon; 

3. Pemeriksaan berkas; 
4. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 
5. Proses perizinan; 
6. Penyerahan surat perizinan. 

Persyaratan 

8 
1. Permohonan; 
2. Profil perusahaan meliputi Akta Peruiirian dan 

perubahan terakhir yang telah terdaftar di 
Kementerian Hukum dan HAM, komposisi 
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang 
usaha perusahaan; 

3. Foto copy NPWP perusahaan; 
4. Foto copy KTP; 
5. Status tanah; 
6. Pemyataan izin warga sekitar diketahui oleh 

Lurah/ Kades dan Camat setempat; 
7. lzin Prinsip Penanaman Modal; 
8. Foto copy HO; 
9. lzin Lokasi; 
10.Rencana ke,ja pembangunan masyarakat sekitar 

dan rencana tempat hasil produksi untuk diolah; 
11. lzin Lingkungan AMDAL (UKL-UPL); 
12.Pemyataan kesanggupan; 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana 
prasarana dan sistem untuk melakukan 
pengeruialian Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT); 

b. memiliki sumber daya manusia, sarana 
prasarana dan sistem untuk melakukan 
pembukaan lahan tanpa bakar serta 
pengeruialian kebakaran· 

Standar 
Biaya 

9 
- Tidak 

dikenakan 

Waktu 

JO 
-i4 (empat be/as) 
hari kerja 
apabila 
persyaratan 
lengkapdan 
benar 



c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar yang dilengkapi dengan rencana ke,ja 
dan rencana pembiayaan; 

d. melaksanaan kemitraan den.gan pekebun, 
karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 

13. Surat pemyataan dari pemohon bahwa status 
perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri 
atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan 
perkebunan yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan berlaku; 

14. Rekomendasi Jnstansi terkait bila dioersuaratkan. 



Masa Berlaku Pemberi 
s Idn lzin Pertimbanaan Dasar Hukum Maksud dan Tujuan 

l 2 3 4 5 
N USAHA Izin berlaku Tim Teknis 1. Un.dang-Un.dang Nomor 18 ta/um 2008 tentang Petemakan a. untuk kenyamanan dan perlindunga, 
TERNAKAN selama kegiatan dan Kesehatan Hewan; perusahaan dalam melaksanakan aktifitas, 

usaha masih 2. Un.dang-Un.dang Nomor 25 Tamm 2007 tentang Penanaman b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerai 
dijalankan Modal; terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan a 

Kla.sifikasi I Sasaran 

6 
erusahaan Terbatas, CV dan Perorangan ]. 

erusahaan yang bergerak dibidang 
etemakan, budi daya temak dan lain-lain. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Kabupaten Rejang Lebong. 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah,· 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka 
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri; 

6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.08.1 Tahun 
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penan.datanganan dan 
Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Reiana Lebona. 

Prosecfur Persyaratan 

7 8 
Pengajuan permohonan izin di ]. Permohonan; 
tempat pelayanan informasi dan 2 . Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan 
pendaftaran; perubahan terakhir yang telah terdaftar di 
Penerimaan berkas permohonan Kementerian Hukum dan HAM, komposisi 
izin dari pemohon; kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang 
Pemeriksaan berkas; usaha perusahaan; 
Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 3 . Foto copy NPWP perusahaan; 
Proses perizinan; 4. Foto copy KTP; 
Penyerahan surat perizinan. 5. Status tanah; 

6. Pemyataan izin warga sekitar diketahui oleh 
Lurah/ Kades dan Camat setempat; 

7. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
8. Foto copy HO; 
9. Izin Lokasi; 
JO. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas 

yang membidangi kehutanan, apabila area yang 
diminta dari kawasan hutan; 

11. Rekomdasi Pemanfaatan ruangan dari Pemerintah; 
12. Izin lingkungan AMDAL {UKL-UPL); 
13. Rekomendasi Instansi terkait bila d ipersyaratkan. 

Standar 
Btaua 

9 
Tidak 

dikenakan 

Waktu 

10 
14 (empat 
belas) hari 
kerja apabila 
persyaratan 
lengkapdan 
benar 



Jen-Ls l:zin Mcaa Berlaku Pemberi 
Dasar Hukum Maksud dan Tujuan l:zt n Pertimbanaan 

l 2 3 4 5 
f>ERIZINAN Izin berlaku Tim Teknis Undang-Undang Nomor 10 Tamm 2009 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahaan dala , 
DlBIDANG selama kegiatan Kepariwisataan. melaksanakan aktifitas; 
ARIWISATA usaha masih b. untuk bah.an pengawasan Pemerintah Daerah te rhadap 
r JIENDIRIKAN dijalankan aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupaten Rejang 

HOTEL Lebong. 

Klastfikasi I Sa.saran Prosedur Persyaratan Standar Waktu Biava 
6 7 8 9 10 

'erusahaan Terbatas; 1. Pengajuan pennohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 3 (tiga)hari 
'erusahaan yang bergerak dibidang pelayanan infonnasi dan 2. Profil perusahaan dikenakan ke,ja apabi/G 
'.ontruksi; pendaftaran; 3. Foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan persyaratan 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 2. Penerimaan berkas permohonan izin yang berbentuk badan huk-um; lengkapdan 
isa dan pelayanan; dari pemohon; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPJ; benar 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 3. Pemeriksaan berkas; 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk {KTPJ; 
ertambangan dan energi; 4 . Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 6. Pas Joto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; 
'erusahaan yang bergerak dalam bidang 5. Proses perizinan; 7. Status tanah; 
erkebunan dan lain-lain. 6. Penyerahan surat perizinan. 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

9. Izin Gangguan; 
10. Izin mendirikan bangunan(IMBJ; 
11. Izin Prinsip Penanaman Modal; 
12. Izin Lokasi; 
13. Proposal rencana pembangunan hotel; 
14. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah; 
15. Izin lingkngan {Amdal, UKL-UPLJ; 
16. Rekomendasi instansi terkait bila 

dipersuaratkan. 



Jenblzin Ma.sa Berlaku Pemberl 
DasarHukum Maksud dan Tujuan I:rdn Perthnbanaan 

l 2 3 4 s "gN MENDIRIKAN lzin berlaku Tim Teknis Undang-undang Nomor 10 Tahtm 2009 tentang a. untuk kenyamanan dan perlindungan p erusaha CSTORAN/RUMAH selama kegiatan Kepariwisataan. dalam melaksanakan a/ctifitas; MAKAN usaha masih b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daer dijalankan 
terhadap aktifitas dan kegiatan perusahaan 
Kabupaten Rejang Lebong. 

Kla.sifika.si I Sa.saran Prosedur Persyaratan standar 
Waktu Biaua 6 7 8 9 10 Perusahaan Terbatas; 1. Pengajuan permohonan izin di tempat 1. Permohonan; Tidak 5 (lima)hari Perusahaan yang beryerak dibidang pelayanan informasi dan 2. Profil Perusahaan; dikenakan kerja apabi Kontruksi; pendaftaran; 3. Foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan persyaratm Perusahaan yang bergerak dalam bidang 2. Penerimaan berkas permohonan izin yang berbentuk badan hukum; lengkapda. jasa dan pelayanan; dari pemohon; 4 . Foto copy Nomor Pokok Wajib pajak {NPWP); benar Perusahaan yang beryerak dalam bidang 3. Pemeriksaan berkas; 5. Foto copy KTP Pemohon; pertambangan dan energi; 4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 6. Pas Joto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; Perusahaan yang bergerak dalam bidang 5. Proses perizinan; 7. Foto copy Serti.fikat tanah/ Keterangan Tanah; perkebunan, dan lain-lain; 6. Penyerahan surat perizinan. 8. lzin Gangguan ( HO); 

9. lzin Mendirikan Bangunan (IMBJ; 
I O. Rencana p embangunan restoran; 
11. lzin Lingkungan I SPPL; 
12. Rekomendasi instansi teknis bila 

dioersyaratkan. 

I 



 

Jeni.shin Jlasa Berlaku Pemberi 
Da.sar Hukum Mak.sud dan Tl4}uan hin Pertimbanaan 

l 2 3 4 s 
'ION PERIZINAN DI lzin berlaku 1Ym Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tamm a. untuk kenyamanan dan perlindungan perusahG 
rlDANG KESATUAN selama kegiatan 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dalam melaksanakan aktijitas,; 

BANGSADAN usaha masih Pene/itian. b. untuk bahan pengawasan Pemerintah Daerah terhac 
PERLINDUNGAN dijalankan aktifitas dan kegiatan perusahaan di Kabupa 

lASYARAKAT IZIN Rejang Lebong. 
~NEUTIAN SURVEY 

I Kla.sifikasi I Sasaran Prosedur Persyaratan Standar Waktu 
Blnun 

6 7 8 9 10 
Kalangan Akademisi; 1. Pengajuanpennohonan izin di tempat 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 1Ydak 3 (tiga )hari 
Pe/ajar siswa dan siswi seko/ah; pelayanan infonnasi dan pendaftaran; 2. Pennohonan tertulis dari badan/ perguruan dikenakan ke,ja apabilc 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang 2. Penerimaan berkas pennohonan izin tinggi/ instansi I sekolah; persyaratan 
jasa dan pelayanan serta bidang penelitian; dari pemohon; 3. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu lengkapdan 
LIP! dan lain-lain. 3. Pemeriksaan berkas; Mahasiswa; benar 

4. Pemeriksaan lokasi/ lapangan; 4. Rincian waktu penelitian; 

l 5. Proses perizinan; 5. Proposal penelitian (Bab I sampai dengan Bab 
6. Penuerahan surat oerizinan. rm. 


